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Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DPPKBP3A) Kabupaten Pasaman Barat untuk periode tahun 2023 sesuai pedoman reviu
atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi
tanggung jawab manajemen Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Pasaman
Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan yang terbatas bahwa Laporan Kinerja
telah disajikan secara akurat, andal dan valid.
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A'PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya
kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja (LKJiP) Tahun 2023 pada Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat telah dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Pemerintah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban
kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya.
Dengan adanya LKJiP, diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dapat
menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas
pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepada seluruh pejabat dan staf yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam

penyusunan LKjIP ini disampaikan terima kasih.

Simpang Empat, Maret 2024
Kepala DPPKBP3A

dr. Anna Rahmadia, M.KM

Pembina Tk.l/IV B
NIP. 198209272008052001




RINGKASAN

wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman
penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang
merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta didasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Evaluasi atas Implementasi Sistim Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam
meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta
dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam
rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan
LK|IP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan
kerja yang ada di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 telah menetapkan 3 (tiga)
Tujuan, 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama

(IKU) dengan capaian kinerja dapat dilihat pada table dibawah ini:

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022-2023

Indikator Tujuan

No Tujuan/Sasaran
/Sasaran

Target Realisasi Capaian (%)

Ket

Meningkatkan Predikat Nindya (720) Madya (605) 84,02
Perlindungan pencapaian KLA
terhadap Perempuan
dan Anak serta
Pemenuhan Hak
Anak

IPG 91,03 90,17 99,05




IDG 64,44 61,05 94,73
Predikat APE Madya Madya 100
Terpenuhinya Hak Total score
1.1 | Anak pemenuhan hak 720 605 B

anak (Klaster 1-5)

Menurunnya Angka Rasio Kekerasan

1.2 | Kekerasan Terhadap | Terhadap 3.5 6.3 18
Perempuan dan Perempuan
Anak Rasio Kekerasan 0,01 3,09 33
Terhadap Anak
Meningkatnya Keterwakilan
Pemberdayaan perempuan sebagai
1.3 | Perempuan pengambil 65,20% 5.2% .97

keputusan di
lembaga eksekutif

Keterwakilan
perempuan di 7,50% 7,5% 100,00
lembaga legislatif

Persentase
besaran anggaran
responsive gender 4,67% 0,80% 17
terhadap total
anggaran Belanja
Langsung APBD

1,23% 1,22% 1 1
Mengendalikan Laju ,23% een 0038
Il Pertumbuhan LPP
Penduduk
TER 3,05 2,51 1215
2.1 | Menurunnya Angka ASFR 15-19 Tahun
kelahiran pada WUS 33 12 275
15-19 Tahun
2.2 | Meningkatnya mCPR
Pemakaian 66,50% 53,99% 81,18
Kontrasepsi Modern
2.3 | Meningkatnya Cakupan Anggota 0 o
kualitas keluarga Bina Keluarga 65,0% 10,67% Losl
Balita (BKB)
Il | Meningkatnya Nilai SAKIP B B 100
Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A
DPPKBP3A
Level Maturitas Level 3 Level 3 100
SPIP
Persentase
penurunan jumlah
temuan BPK atas 75% 100% =
laporan keuangan
DPPKBP3A
Indeks Kepuasan 80% NA NA
Masyarakat
Capaian rata-rata kinerja 82,4

Berdasarkan data table diatas rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Pengendalian Pendudu,
Keluarga Berencana, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten
Pasaman Barat pada tahun 2023 adalah 82,4% dengan kategori Baik.



DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat |
encapaian target kinerjanya sesuai

engalami beberapa kendala dalam

JMD, di antaranya adalah sebagai berikut:

ermasalahan=permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a.

Permasalahan terkait kesekretariatan:

1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik

2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

perangkat daerah.
3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan
perangkat daerah.

Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

1) Belum semua PD melaksanakan PPRG

2) Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan

3) Belum tersedianya data gender dan anak

Permasalahan terkait perlindungan perempuan dan Anak:

1) Tingginya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

2) Belum optimalnya lembaga pelayanan perempuan dan Anak dilihat dari sisi fasilitas

dan SDM

Permasalahan terkait Pemenuhan Hak anak:

1) Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan pelaksanaan Pengarusutamaan Hak
Anak (PUHA).

2) Belum optimalnya capaian skor KLA

3) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak

4) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini

e. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk

1) Masih Tingginya angka pertumbuhan penduduk

2) Belum meratanya pesebaran jumlah penduduk disetiap wilayah

3) Belum semua Nagari/Jorong memiliki data Mikro

4) Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan
pemanfaatan data informasi kependudukan

Permasalahan terkait Keluarga Berencana

1) Unmetneed tinggi

2) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB

3) Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB

4) Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan dalam pembinaan
kepesertaan KB

5) Masih kurangnya pemahaman tentang kespro dan PUP bagi remaja

iv



Permasalahan terkait Keluarga Sejahtera
1) Masih ditemukan Keluar an KS |

2).Masih rendahnya“tpaya pelayanan dan pembinaan ketahanan
3) Belum optimalnya partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam penggarapan
kampung KB

4) Belum maksimalnya pelaksanaan percepatan penurunan prevalensi stunting

Untuk menghadapi masalah/kendala yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Pasaman Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dalam pencapaian tujuan dan

sasaran kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1.

2.

10.

11.
12.

13.

Menata kembali PLKB dan meningkatkan peran IMP dan Kader;
Membentuk kelompok-kelompok PIK remaja dan KIE bagi remaja;

Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengendalian penduduk,

mencakup pengendalian kelahiran dan migrasi penduduk;

Mencegah perkawinan usia dini melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dan
melakukan advokasi terhadap PIK dan BKR;

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, penyediaan Alat kontrasepsi,
meningkatkan promosi dan KIE KB;

Mengoptimalkan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU), kerjasama dengan sekolah dan
Perguruan tinggi dalam pengembangan PIK, dan integrasi dengan program yang
sudah ada (BKB dengan Posyandu, PAUD).

Peningkatkan kerjasama dengan Klinik KB baik pemerintah maupun swasta;
Mengoptimalkan koordinasi dengan PD dalam pembuatan dokumen PPRG
Menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, seperti organisasi
perangkat daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga/Organisasi Masyarakat.

Melakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas
layanan.
Melakukan Refreshment terkait pemahaman dalam pembelajaran system satu data
Melakukan penerapan indikator Kabupaten Layak Anak dalam kegiatan sehari-hari

pemerintah kabupaten Pasaman Barat

Mengoptimalkan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU), kerjasama dengan sekolah dan
Perguruan tinggi dalam pengembangan PIK, dan integrasi dengan program yang
sudah ada (BKB dengan Posyandu, PAUD).



18.
19.

14. Peningkatkan kerjasama dengan klinik K
‘ 15.

17.

pemerintah maupun swasta;

Mengoptimalkan koordinasi n PD dalam pembuatan dokumen PPRG

Menjalin__kemitraan~"dengan pemangku kepentingan terkait, seperti organisasi
perangkat daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga/Organisasi Masyarakat.

Melakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas
layanan.

Melakukan Refreshment terkait pemahaman dalam pembelajaran system satu data
Melakukan penerapan indikator Kabupaten Layak Anak dalam kegiatan sehari-hari

pemerintah kabupaten Pasaman Barat

Simpang Empat, Maret 2024
Kepala

dr. Anna Rahmadia, M.KM
Pembina Tk.I/IV B
NIP. 198209272008052001
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PENDAHULUAN

™

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian
pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya
manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus
yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya
pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan
jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya
masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal yang disebabkan oleh berbagai
persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang
paling penting menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah
pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan
gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarkat, khususnya di bidang
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, maka dipandang perlu dibentuk
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang salah satunya adalah
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perturan Daerah Kaabupaten Pasaman
Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah ditetapkan
melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, terdiri dari berbagai komponen yang
merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan
Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat memiliki kewajiban untuk
menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada
Bupati Pasaman Barat yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam
Renstra 2021 — 2026.




1.2 Maksud dan Tujuan

enyusupan=taporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian
kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dalam satu tahun anggaran yang
dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja (LKjIP) Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman
Barat Barat selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat
bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat
dipertanggung-jawabkan;

2. Menjadikan Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien,
efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram,
tertib, dan kondusif; dan

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam
rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat guna

membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik.

1.3 Gambaran Umum Organisasi
1.3.1 Dasar Pembentukan Instansi

Dinas Pengendalian Penduduk merupakan unsur pelaksanaan tugas Pemerintah
daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten
Pasaman Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2018
tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi

dan Perangkat Daerah.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perllndungan Anak Kabupaten Pasaman Barat
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Keluarga Berencana, Pemberdayaan Pere dan Perlindungan Anak Kabupaten

Pasaman Barat mempunyai Tu enyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak”

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana,
keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

2. Penyelenggaraan urusan sosial pelayanan umum di bidang keluarga berencana,
keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang keluarga berencana, keluarga

sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;

Pengendalian angka kelahiran;

Pengarahan mobilitas penduduk;

Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

Pembinaan terhadap Koordinator Balai Penyuluhan KB;

© cERlERoe 01 o

Pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak; dan

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Pasaman Barat
Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenacana sebagai
berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Mempunyai Tugas:

a. Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, yang meliputi perumusan kebijakan
daerah serta penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;

b. Memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum di bidang Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta memberikan saran dan

-+

pertimbangan kepada kepala daeraﬁf"'ﬁagai bahan dalam mengambilan
ke Weezn) s «‘&-4%_«/\‘ ,
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2.

Memimpin, mengkoordinasikan, men ikan serta mengawasi semua kegiatan

Dinas Pengendalian Pen Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan PerlindunganAnak ;

Mempertanggungjawaban tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional
kepada kepala daerah;

Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin,
meningkatkan, loyalitas dan kejujuran;

Membina unsur-unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mengembangkan tugas-
tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal
untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta
memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;
Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan dinas;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman

Barat;

(2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas membantu kepala dinas

dalam mengoordinasikan rencana dan program (KUA PPAS, RKA, dan DPA) dan

penyelenggaraan tugas- tugas bidang secara terpadu dan tugas- tugas administratif di

lingkungan dinas.

. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

a.
b.

C.

-+

Pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas;

Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan
dan aset serta urusan rumah tangga dinas;

Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan,
pertanggungjawaban dan laporan keuangan;

Pengoordinasian tugas-tugas bidang dalam penyusunan draf rancangan peraturan
daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan, penyimpanan, pendayagunaan dan
S 8
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Penyiapan data bahan evaluasi dan |

pertanggungjawaban tu a atasan; dan
: elaksanakansfungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

egiatan dinas secara berkala sebagai

Sekretariat terdiri atas:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Keuangan dan Aset;

3. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
(1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(2) Bidang Keluarga Brencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanadi
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai Fungsi:

a. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga
Berencana dan kesehatan Reproduksi;

b. Melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja dibidang Keluarga
Berencana dan kesehatan Reproduksi ;

c. Melaksanakan koordinasi kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat
rutinitas;

d. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga/ instansi terkait dalam melaksanakan
kegiatan di Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

e. Melaksanakan koordinasi,fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

f.  Mendorong keikutsertaan Pasangan Usia Subur dalam ber KB.

g. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dan pendataan terhadap perorangan
atau kelompok dalam kegiatan di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi;

h. Melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan dan menyusun laporan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
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4.

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan

uksi membawabhi :

Kelompok Jabatan Fungsi ub-substansi Kesertaan Keluarga Berencana;

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pendataan Kesehatan Reproduksi;
dan
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Hubungan Antar Lembaga dan Lini

Lapangan

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan

1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan di Pimpin oleh seorang

kepala bidang yang berda dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui

Sekretaris Dinas.

2) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan mempunyai tugas

mengkaji dan merumuskan bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan

administrasi teknis dibidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian

Kependudukan mempunyai fungsi :

a.

Pelaksanaan pengkajian perumusan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan
dan analisis data evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga sejahtera dan
pengendalian kependudukan;

Pelaksanaan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang keluarga sejahtera
dan pengendalian kependudukan;

Pelaksanaan kebijakan bahan koordinasi di bidang keluarga sejahtera dan
pengendalian kependudukan;

Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang keluarga sejahtera dan
pengendalian kependudukan;

Pelaksanaan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan teknis
dan program kerja di bidang keluarga sejahtera dan pengendalian kependudukan;

Pelaksanaan kebijakan bahan kerjasama di bidang keluarga sejahtera dan
pengendalian kependudukan;

Penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di
bidang keluarga sejahtera dan pengendalian kependudukan;

Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

Pelaksanaan penyusunan dan analisis data di bidang keluarga sejahtera dan
pengendalian kependudukan;

Pelaksanaan pengendalian ketatausahaan di bidang keluarga sejahtera dan
‘(‘/' -




Pelaksanaan monitoring, evaluasi da poran pelaksanaan program kerja dan

tugas di bidang keluarga era dan pengendalian kependudukan; dan

Pelaksanaan.fungsilain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan membawahi:

1.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pembinaan Ekonomi dan Ketahanan
Keluarga;

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Advokasi dan Pengendalian
Penduduk; dan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Data dan Informasi;

5. Bidang Bina Kelembagaan Perempuan

(1) Bidang Bina Kelembagaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

(2) Bidang Bina Kelembagaan Perempuan dan mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan pedoman petunjuk teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas Kepala Bidang Bina Kelembagaan Perempuan:

a. Melaksanakan penyusunan rencana Kegiatan dan Anggaran di Bidang Bina

Kelembagaan Perempuan tentang partisipasi, peranan dan pemberdayaan
Perempuan serta Bina Kesejahteraan Keluarga dan Organisasi Perempuan.
Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik dilingkungan Dinas maupun dengan
lembaga/instansi terkait di bidang partisipasi, peranan dan pemberdayaan
perempuan serta pembinaan Organisasi Perempuan.

Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG),
Kelembagaan PUG dan pelaksanaan PUG di daerah.

Melaksanakan penguatan/organisasi, perempuan dan dunia usaha serta
pengembangan dan penguatan jaringan kerjanya untuk pelasanaan PUG.
Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG, program dan
kegiatan yang responsif Gender skala daerah.

Melaksanakan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan
pengembangan materi komonikasi informasi dan edukasi PUG di daerah.
Melaksanakan fasilitasi penyediaan data terpilah PUG skala daerah.

Memberikan petunjuk teknis administrasi dan mengarahkan tugas/pekerjaan Sub

bidang.




Bidang Bina Kelembagaan Perempuan memb

. Kelompok Jabatan Fungsiohal Sub-substansi Pemberdayaan Kelembagaan Q
Perempuan;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Data dan Informasi PUG dan Anak;

dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengarus Utamaan Gender;

6. Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak
(1) Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas;
(2) Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas
menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan, pedoman, petunjuk teknis, dan
melaksanakan sebagai tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan. Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan
dan Anak mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang peningkatan

kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;

b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan dinas maupun dengan

lembaga/ instansi terkait;

c. Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan urusan peningkatan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan;

d. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/ instansi terkait dalam melaksankan
kegiatan di bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan

anak;

e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitas dan mediasi pelaksanaan kegiatan di bidang

peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;

f.  Pemberian petunjuk teknis administrasi dan mengarahkan tugas/ pekerjaan di sub
bidang;

g. Pelaksanaan penyuluhan bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan

perempuan dan anak, dalam meningkatan kualitas dan peranserta kaum

perempuan dan meningkatkan peran anak dalam pembangunan melalui wadah

|
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Pendorong keikutsertaan kaum per an dan anak dalam seluruh kegiatan

formal dan nan formal ai perwujudan peran perempuan dan anak dalam

pembangunan;

i. Pelaksanaan pembinaan terhadap perorangan atau kelompok-kelompok yang

diprakarsai oleh kaum perempuan dan anak-anak; dan
j-  Pelaksanaan dan mengordininasikan kegiatan dengan unit terkait;
k. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan DPA,;

I.  Pertanggungjawaban kegiatan yang telah di laksanakan sesuai ketentuan yang

berlaku;

m. Pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbanggan
pengambilan kebijakan kepala badan dalam upaya peningkatan kaulitas hidup

dalam perlindungan perempuan dan anak; dan

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perlindungan dan Kesejahteraan
Anak; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Peningkatan Kualitas Keluarga;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di
lingkungan Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa
Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk UPTD.

8. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana
Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak dapat dibentuk Koordinator Lapangan (KorLap) untuk
melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai wilayah kerja satu
atau beberapa kecamatan; Koordinator Lapangan dipimpin oleh seorang Koordinator yang
ada di bawah dan bertanggung jawab kepadafj_ﬁég&la Dinas Pengendalian Penduduk,

argaBerencana, Pemberdayaan Perempudn’ lipdynga

n Anak, dimana petugas

. .




Balai Penyuluh KB di Kecamatan terdiri dari

Keamanan.

dr. Hj. Anna Rahmadia,M.KM
19820927 200805 2 001
IV/b
Kepala

STRUKTUR ORGANISASI

v

Efrini Desri, S.Tr, Keb
19671228 198912 2 001
1/d

SEKRETARIS

Junita, S.§TP.,M.M
19900120 201406 2 001

lie
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

v

rdinator, Fasilitator, dan THL Tenaga

Penata Layanan Operasional

Susry Amalya, SE
19790724 200901 2 002

v

lii/d
JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA AHLI MUDA

| Pengadministrasi Perkantoran |

| Pengolah Data dan Informasi |

Hendri, S. AP

19790208 200901 1 007

v

/e

JABATAN FUNGSIONAL Analis
Keuangan Pusat dan Daerah

Jekson Parlidungan A.Md
19850224 201101 1 001

v

li/a
Penelaah Teknis Kebijakan

Sefiu Anggraini

v

198309182010012000
liid

Pengadministrasi Perkantoran

> I Operator Layanan Operasional

> Arsiparis

« | JF Analis Keuangan Pusat dan
- Daerah

> JF Perencana

A 4

Yusnirwana S.Tr, Keb
19680803199301 2 003
niid
KEPALA BIDANG Keluarga
Berencana Kesehatan
Reproduksi

JABATAN FUNGSIONAL Penata
Kependudukan dan Keluarga

Berencana

Rina Amelia Roza, A.Md, Keb
19760605200501 2 010

e
JABATAN FUNGSIONAL Penata
Kependudukan dan Keluarga
Berencana

JABATAN FUNGSIONAL Penata
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Kependudukan dan Keluarga
Berencana
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v

A4

A 4

Kasmayanis, A.Md.Keb
19700919 199011 2 001
Iid

Penelaah Teknis Kebijakan

Afrida Hairani, A.Md.Keb
19710415 199101 2 001
1id

Penelaah Teknis Kebijakan

v

Rina Elita, A.Md.Keb
19710425 199012 2 001
Iid

Penelaah Teknis Kebijakan

Ely Syahruzi
19700206 199301 2 001
Iid

Penelaah Teknis Kebijakan

v

v

Aufial Hidayat, S.AP
19840611 201001 1 012
e

Penelaah Teknis Kebijakan

v

Ns. Reni Gusnita HSB, S.Kep
19810818 201001 2 022

lii’ie

Penelaah Teknis Kebijakan

\d

Erita Nova, A.Md.Keb
19740714 200604 2 008
Illia

Penelaah Teknis Kebijakan

v

Siswanto
19850309 200501 1 002
h/a
Pengolah Data dan Informasi

v

Tri Astuti, SKM
198609032009012000
1lid
Penelaah Teknis Kebijakan

v

Penelaah Teknis Kebijak

Pengolah Data dan Informasi

v

v

Pengadministrasi Perkantoran

Arsiparis




Ns.Mitra Vemilda, M.Kep
19770429 199703 2 001
Via

KEPALA BIDANG Keluarga
Sejahtera Pengendalian
Kependudukan

e ———

v

A 4

Sri Mulyani
19731115 199303 2 003
Ii/d
JABATAN FUNGSIONAL Penata
Kependudukan dan Keluarga
Berencana

Ns.Aida SyofinarWati, S.Kep
19730422 199803 2 004
lid
JABATAN FUNGSIONAL Penata
Kependudukan dan Keluarga
Berencana

JABATAN FUNGSIONAL Penata
Kependudukan dan Keluarga
Berencana

Fenny Deira, SKM. MM
19810205 200501 2 006
lid
Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi

v

\ 4

Elsa Imanda, S.Kom
19970412 202012 2 009
Il/a
Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi

Fenti Rozandi, 8.8T
19761028 200701 2 006
/e

Penelaah Teknis Kebijakan

Yuli Asmi Susanti, SKM

19860711 200901 2 001
lli/a

Pengolah Data dan Informasi

Mori Desi, M.H
19770206 200604 2 009

\ 4

Il
KEPALA BIDANG Bina
Kelembagaan Perempuan

Arsiparis

v

Widiawati, S.Sos
19790331 200901 2 003
Ii/d
JABATAN FUNGSIONAL
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Muda

Gusnita, A.Md. Keb
19700816 199002 2 001
lird
JABATAN FUNGSIONAL
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Muda

JABATAN FUNGSIONAL
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Muda

Ratna Devi Inova , SKM
19781105 200604 2 006
li/d

Pengolah Data dan Informasi
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Fera Ferdial, S.Psi
19931112 2020122 013
IE}
Penata Kelola Pemberdayaan .
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Arsiparis
Titi Susilawati, S.Pd
> 19660212 200312 2 003
lille
KEPALA BIDANG Peningkatan
Kualitas Dan Perlindungan
Perempuan Dan Anak
Hartati, SH
19761020 200801 2 003
> Iiid

JABATAN FUNGSIONAL
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Muda

Hellya Fitriani, SKM
o 19830930 200604 2 004
Iic
JABATAN FUNGSIONAL
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Muda

> JABATAN FUNGSIONAL
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Muda

Mulyahadi Putra, S.Sos

o 19840906 201503 1 001
[L1V]

Penata Kelola Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan
Anak

Nurhadi ,S.Sos
19950829 202203 1 001

lil/a

Penelaah Teknis Kebijakan

Giani Putri Handri ,S.psi

> 19960503 202203 2 012
liifa

Penata Kelola Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan
Anak

3 Pengadministrasi Perkantoran
:‘{ Arsiparis
Helfi Yerita, SKM.,M.M.
5 198502032009012004
llilb
Kepala UPTD PPA DPPKBP3A
Yuli Yanti Mandasari Siregar, A.Md.
Keb
r 198707222017042000
> lifa

KTU UPTD PPA DPPKBP3A

JF Psikolog Klinis &)

Pengadministrasi Perkantoran
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1.3.3 Sumber Daya Aparatur

Dalam Menjalankan=Tugasnya Tugas dan Fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pasaman Barat didukung oleh 87 PNS, PTT dan THL dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian DPPKBP3A per Desember 2023

. Eselon | Eselon | Eselon | Fungsional | Fungsional | PTT/T
e Uraian Jabatan I 1 IV | Tertentu | Umum HL | Jumiah
1 | Kepala 1 1
2 | Sekretariat 1 1 2 2 9 15
3 | Bidang Keluarga Berencana 1 2 1 3 7
dan Kesehatan Reproduksi
4 | Bidang Keluarga Sejahtera 1 2 3 2 8
dan Pengendalian
Penduduk
5 | Bidang Bina Kelembagaan 1 2 2 1 6
Perempuan
6 | Bidang Peningkatan 1 2 3 1 7
Kualitas dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
7 | UPTD P2TP2A 1 2 3
8 | Balai Penyuluh KB 12 7 21 40
Total 1 5 2 22 18 39 87

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak keadaan pada Tahun 2023 adalah
sebanyak 85 orang dengan golongan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2023

. GOL | GOL GOL | PTT/
No Uraian Jabatan GOoL | I i Y, THL Jumlah
1 Kepala 1 1
2 Sekretariat 2 4 9 15
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
3 X 4 3 7
Reproduksi
4 Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian 1 4 > 1 8
Penduduk
Bidang Bina Kelembagaan Perempuan
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6 Bidang Peningkatan KualiWn 6 1 7
Perempuan dan Anak
| JUPTD P2TR2 A 1 N 3
8 Balai Penyuluh KB 19 21 40
Total 0 23 23 3 38 87
Berdasarkan Latar belakang pendidikan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.3
Data Pegawai Menurut Pendidikan Per 31 Desember 2023
No Uraian Jabatan S2 S1 | DIl | SLTA | SLTP | SD | Jumlah
1 Kepala 1 1
2 Sekretariat 6 2 6 1 0 15
3 Ef:rr;% leI;:aluarga Berencana dan Kesehatan 5 1 1 7
4 llziedr?c?fdullfeluarga Sejahtera dan Pengendalian 5 4 1 5 9
5 Bidang Bina Kelembagaan Perempuan 1 4 1 6
6 Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan 6 1 7
Perempuan dan Anak
7 UPTD P2TP2A 1 1 2
8 Balai Penyuluh KB 40 40
Total 5 66 5 10 1 0 87
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat
memiliki sumber daya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang kurang memadai.
DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat mempunyai 87 orang pegawai , terdiri dari ASN 49
Orang ( ASN Pusat 12 dan ASN Daerah 37 orang) ASN Pusat yang sebanyak 12 orang
tersebut adalah Penyuluh Keluarga Berencana(PKB) dan Pegawai PTT/THL sebanyak 38
Orang yang ditugaskan di Kantor DPPKBP3A sebanyak 16 orang dan di 11 Balai Penyuluh
KB yang ada di kecamatan sebanyak 22 Orang.
Berdasarkan komposisi diatas DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat masih kekurangan
Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana untuk melaksanakan penyuluhan dilapangan,
dimana idealnya 1 orang PKB per Nagari, namun sekarang ini baru ada 1 orang PKB per
Kecamatan, hal ini menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dari PKB tersebut mengingat
wilayah kerjanya yang sangat luas sehingga tidak dapat terlayani semuanya. _

) Untuk tahun 2023 sudah dibentuk UPTD P2TP2Asyang merupakan unit yang melayani

€ »

kerasan terhadap perempuan
e A_:fh"f,

mdimana untuk tenaga personilnya
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juga masih kurang, saat ini baru ada 1 oran a UPTD, 1 Orang Tenaga Administrasi
THL) dan 1 orang Sopir (THL).

batuk melayani korbankekerasan terhadap perempuan dan anak DPPKBP3A memerlukan

tenaga Psikolog Klinis yang saat ini belum ada, dan jika ada kasus kita harus
mendatangkan tenaga psikolog dari Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat memiliki
beberapa sarana dan prasarana pendukung, yaitu :

1. Kantor Balai Penyuluh KB di masing — masing kecamatan sebanyak 11 gedung
bangunan.

Mobil Unit Penerangan KB sebanyak 2 unit.

Mobil Akseptor dalam rangka pelayanan KB sebanyak 1 unit.

Sepeda Motor sebanyak 11 unit yang dipakai dalam rangka Pelayanan KB.

Gudang Alat Kontrasepsi, 1 unit.

Kantor UPT P2TP2A 1 Unit

Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak 1 Unit
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1.4 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Permasalahan utama atau isu strategis merupakan merupakan suatu kondisi yang
berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih
berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun
berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu
strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola,
dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.
Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman
Barat antara lain:
a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan perangkat daerah.
3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan
perangkat daerah.

b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

Belum semua PD melaksanakan PPRG

2 Ma5|h rendahnya peran perempuan cf g\pembangunan
B g AR oS U‘*-’N -
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1)

. Permasalahan terkait perlindungan per

an dan Anak:

Tingginya kasus tind erasan terhadap perempuan dan anak

elum optimalnya lembaga pelayanan perempuan dan Anak dilihat dari sisi
fasilitas dan SDM

d. Permasalahan terkait Pemenuhan Hak anak:

1)

2)
3)
4)

Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan pelaksanaan Pengarusutamaan
Hak Anak (PUHA).

Belum optimalnya capaian skor KLA

Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak

Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini

e. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk

1)
2)
3)
4)

Masih Tingginya angka pertumbuhan penduduk

Belum meratanya pesebaran jumlah penduduk disetiap wilayah

Belum semua Nagari/Jorong memiliki data Mikro

Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan

pemanfaatan data informasi kependudukan

f. Permasalahan terkait Keluarga Berencana

1
2)
3)
4)

5)

Unmetneed tinggi

Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB
Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB

Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan dalam pembinaan
kepesertaan KB

Masih kurangnya pemahaman tentang kespro dan PUP bagi remaja

g. Permasalahan terkait Keluarga Sejahtera

1)
2)
3)

4)

Masih ditemukan Keluarga PS dan KS |

Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan

Belum optimalnya partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam penggarapan
kampung KB

Belum maksimalnya pelaksanaan percepatan penurunan prevalensi stunting

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian dalam Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman

Gambaran Umii Ofganisasisserta Aspek strategis

Barat ini adalah sebagai berikut:

ahuluan, berisi penjelasan secara ring
= - - _~d

ol

&é%mgr belakang, maksud dan tujuan,
n |§u”§h«a{ JiSs -
R R 2 v, ‘. .’, 4
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ategis Dan Perjanjian Kinerja Dinas

Keluarga

Pengendalian Penduduk, Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan \
3. Akuntabilitas Kinerja, Berisi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi

dan analisis dari capaian IKU, akuntabilitas keuangan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pasaman Barat Serta Kinerja Lainnya;

4. Penutup, berisikan kesimpulan dari akuntabilitas kinerja yang ada di Badan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan perencanaan kinerja yang

telah disusun.




CANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021-2026

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan
akuntabel, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2021 — 2026. Renstra ini merupakan acuan dan arahan dalam
merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga
berencana periode Tahun 2016-2021 secara menyeluruh, terintegrasi, dan bersinergis baik
dalam bidang-bidang yang ada di DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat maupun dengan
Instansi teknis terkait.

Renstra DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat merupakan dokumen
perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi,
program, dan kegiatan selama lima tahun ke depan (2021- 2026). Dokumen ini disusun
berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan
termasuk isu strategis terkini yang dihadapi dalam pembangunan perekonomian
perempuan lima tahun ke depan. Renstra DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat 2021 -
2026 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat 2021 - 2026 tentang pembangunan berwawasan
kependudukan dan responsive gender di Kabupaten Pasaman Barat.

Sesuai dengan reformasi dalam perencanaan dan sistem penganggaran berbasis
kinerja (Performance-Based Budgeting), dokumen Renstra dilengkapi dengan Indikator
Kinerja Utama (IKU) sehingga akuntabilitas pelaksana kegiatan beserta organisasinya
dapat dievaluasi.

Sesuai dengan Visi Bupati Pasaman Barat teripil “ Mewujudkan Pasaman Barat
yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”, terdapat tiga misi dalam mewujudkan
visi tersebut. Misi yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih dalam Rencana Pembangunan
Periode 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan, yang profesional dan inovatif;
2. Membangun Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertagwa, berbudaya dan
berdaya saing;

3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif

Berdasarkan telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

,2%?026 memberikan gambaran peran

serta dan RewipaliS8ears fargsuig’ Dinas Pefgendanan: ‘/Puuk dan Keluar .

-t
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Berencana terutama mendukung pencapaia

emerintahan yang profesional

Si ke 1 yaitu Mewujudkan tata kelola

inovatif untuk mencapai sasaran 1. Terwujudnya

Birekrasl_yang bersih=dan” akuntabel, serta Misi ke 2 yaitu Membangun sumber daya -
manusia yang beriman dan bertagwa, berbudaya, dan berdaya saing Dengan
menfokuskan pada tujuan 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan
Berdaya Saing untuk mencapai sasaran 3. Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang
dan berkualitas. Misi 3 Mewujudkan Perekonomian yang tangguh dan berdaya saing
dengan memfokuskan pada Tujuan 4. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan
pemerataan pendapatan dengan sasaran 4.1 Pengentasan Kemiskinan dengan 4 (Empat)
indikator utama, yakni:
1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) ditargetkan mencapai 92 pada tahun 2026.
2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ditargetkan mencapai 68 pada tahun 2026.
3) Predikat Kabupaten Layak Anak ditargetkan mencapai 820 (Utama) pada tahun 2026.
4) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) ditargetkan mencapai 1,12 pada tahun 2026.
2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak

Anak

b. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk
c. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A

Sasaran yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat adalah
sebagai berikut:
a. Terpenuhinya Hak Anak;
b. Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
c. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
d. Menurunnya Angka kelahiran pada Wanita usia Subur 15-19 Tahun
e. Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern;
f.  Meningkatnya Kualitas Keluarga; dan
g. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A. @ o

"tj;."'b & tﬁ@ '
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2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja-adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan
péncapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus
merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk
menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian
keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi
organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja tyang sering digunakan dalam
pelaksanaan pengukuran suatu organisasi yaitu :

1. Indikator Masukan (Input) adalah menunjukkan segala sesuatu diperlukan dalam
rangka menghasilkan keluaran (Output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu,
material, teknologi, dan lain-lain.

2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus
dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran dan menggambarkan
perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan
berlangsung, khusunya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran

3. Indikator Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari
suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik

4. Indikator Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.

5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan

6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari
pencapaian program terhadap masyarakat secara lias. Indikator ini diukur setelah
berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Untuk mencapai sasaran strategis instansi ditetapkan indikator kinerja utama (IKU)

sebagaimana daftar berikut ini:




Tabel. 2.1 Indikat erja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk, K ga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
an Perlindungan Anak ~
KabUpaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026
. Indikator Target Capaian Setiap Tahun
No Tujuan/Sasaran . /
Tujuan/Sasaran 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 Meningkatkan
;?Sgldd;pngirempuan Predikat Madya Madya Nindya Nindya Nindya Utama
dan Anak serta pencapaian KLA (620) (650) (720) (750) (780) (820)
Pemenuhan Hak Anak
IPG
90,38 90,71 91,03 91,35 91,68 92

Predikat APE Pratama Madya Madya Madya Madya Utama

) @ &) @ @ 3
IDG 62,07 63,25 64,44 65,63 66,81 68
Terpenuhinya Hak Total score
Anak pemenuhan hak 620 650 720 750 780 820
anak (Klaster 1-5)
Menurunnya Angka Rasio Kekerasan
Kekerasan Terhadap Terhadap 5,8 4.7 3,5 2,3 1,2 0
Perempuan dan Anak | Perempuan
Rasio Kekerasan
Terhadap Anak 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0
2. Meningkatnya Keterwakilan
Kesetaraan Gender perempuan
dan Pemberdayaan sebagai pengambil 64,79 65 65,2 65,4 65,6 66
Perempuan keputusan di

lembaga eksekutif
Keterwakilan

perempuandi 75 7.5 7.5 30 30 30
lembaga legislatif

Persentase
besaran anggaran
responsive gender

terhadap total 4,63 4,65 4,67 8 9 12
anggaran Belanja
Langsung APBD
3. Mengendalikan Laju
Pertumbuhan LPP 1,25 1,24 1,23 1,22 1,21 1,2
Penduduk
TFR 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3
Menurunnya Angka
Selal R paday ity e e ok Esok i 35 34 33 32 31 30
usia Subur 15-19
Tahun
Meningkatnya
Pemakaian mCPR 66 66,25 66,5 66,75 67 68 -
Kontrasepsi Modern QF) S,

Cakupan Anggota
Bina Keluarga,

~kMeningkatnya kualitas

dl
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4. Meningkatkan Nilai SAKIP B B B B B

Akuntabilitas Kinerja
DPPKBP3A

zevel Maturitas NA Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 mel 3
SPIP
Persentase 50% 50% 75% 75% 100% 100%

penurunan jumlah
temuan BPK atas
laporan keuangan

DPPKBP3A
Indeks Kepuasan 70% 75% 80% 85% 90% 100%
Masyarakat
Meningkatnya Nilai SAKIP B B B BB BB BB
Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A
DPPKBP3A
Level Maturitas Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 | Level 3
SPIP
Persentase 50% 50% 75% 75% 100% 100%

penurunan jumlah
temuan BPK atas
laporan keuangan
DPPKBP3A

Indeks Kepuasan 70% 75% 80% 85% 90% 100%
Masyarakat

2.4 Perjanjian Kinerja

Pada dasarnya rencana kinerja (performance plan) Tahun 2023 menguraikan target
kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat selama
Tahun 2023. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama
2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan mapupun tingkat
sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategi merupakan benchmark dalam
mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian Visi dan Misi. Rencana
kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 secara lengkap disajikan

pada Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja DPPKBP3A 2023

Target Tahun
2023
Meningkatkan Perlindungan terhadap Predikat pencapaian KLA Nindya « &
Perempuan dan Anak serta Pemenuhan ,

Hak Anak

No Tujuan/Sasaran Indikator Tujuan /Sasaran

IPG

23




IDG 64,44
Predikat APE Madya
Terpenuhinya Hak Anak Total score pemenuhan hak anak 720 Nilai
(Klaster 1-5)
Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap | Rasio Kekerasan Terhadap 3.5 Rasio
12 Perempuan dan Anak Perempuan
Rasio Kekerasan Terhadap Anak 0.01 Rasio
Meningkatnya Pemberdayaan Keterwakilan perempuan sebagai 65.2 Persen
1.3 Perempuan pengambil keputusan di lembaga
eksekutif
Keterwakilan perempuan di 7.5 Persen
lembaga legislatif
Persentase besaran anggaran 4.67 Persen
responsive gender terhadap total
anggaran Belanja Langsung
APBD
I Mengendalikan Laju Pertumbuhan LPP 1,23
Penduduk
TFR 3,05
21 Menurunnya Angka kelahiran pada WUS | ASFR 15-19 Tahun 33 Rasio
15-19 Tahun
2.2 Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi mCPR 66.5 %
Modern
2.3 Meningkatnya kualitas keluarga Cakupan Anggota Bina Keluarga 65%
Balita (BKB)
] Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Nilai SAKIP DPPKBP3A B
DPPKBP3A
Level Maturitas SPIP Level 3 Level
Persentase penurunan jumlah 75 %
temuan BPK atas laporan
keuangan DPPKBP3A
Indeks Kepuasan Masyarakat 80

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2023, DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat

menyelenggarakan 10 Program dengan anggaran sebesar Rp 10.766.453.944,- yang

terdiri dari dana DAU, DAK Non Fisik Keluarga Berencana dan DAK Fisik Bidang Keluarga
Berencana. Untuk Tahun 2023 DPPKBP3A mendapatkan Dana DAK Non Fisik (BOKB)
sebesar Rp 4.242.735.000,- dan dana DAK Fisik Bidang Keluarga Berencana sebesar
Rp 226.757.000,-

» 4




Alokasi Anggaran berdasarkan P

Tabe

am DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2023 ~
PERSENTASE
No PROGRAM ANGGARAN REALISASI REALISASI
(%)

1 2 3 4 5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1 | Daerah Kabupaten/Kota 4.957.555.254 3.984.253.886 80,37

. P P e e e T 288.027.000 184.578.194 64,08
Program Pembinaan Keluarga Berencana

3 (KB) 2.539.655.750 2.163.931.150 85,21
Program Pemberdayaan dan Peningkatan

4 Keluarga Sejahtera (KS) 1.996.600.000 1.776.743.800 88,99
Program Pengarusutamaan Gender dan

5 Pemberdayaan Perempuan 651.390.750 544.207.390 83,55

6 Program Perlindungan Perempuan 42 750.000 18.157.000 42.47
Program Pengeloaan Sistem Data Gender

8 dan Anak 37.765.200 37.400.500 99,03

9 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 96.109.350 92.980.721 96,74

10 Program Per”ndungan Khusus Anak 156.600.640 133.405.273 85,19

JUMLAH ANGGARAN 10.766.453.944 8.935.657.914 83,00

() )




KUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung jawaban dari
suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam
pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran dengan
strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD
Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat,
APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber dana lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2023,
yang ditujukan kepada Bupati Pasaman Barat, dan sebagai bahan dukungan untuk

penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perempuan Kabupaten Pasaman
Barat secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak
yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabiltas yang dapat
meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat pemerintah, serta meningkatkan kinerja
instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan lakip yaitu
diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan
antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
berjalan. Capaian kinerja DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 didapatkan
dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan
indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama DPPKBP3A dalam
Perjanjian Kinerja (PK) antara kepala dengan Bupati Pasaman Barat. Semakin tinggi
realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin
rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan

capaian kinerja didapat dengan menggunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Target) x 100%

S @ ™
O Untuk menilai ketercapaian kinerja dlgunakan klasifikasi penilaian berdasarkan @ |
; 9 , &© :
; t""’ﬁu& Mentern Dalam Negerl Nomor 86 Ta lj : - ;
DPPKBPIAYHS ‘

. Interval predikat capaian kinerja




Skala Penilaian Capaian Kinerja

No Klasifikasi Penilaian Predikat

1 91% < 100% Sangat Tinggi
2 76% < 90% Tinggi

3 66% < 75% Sedang

4 51% < 65% Rendah

5 <50% Sangat Rendah

Tujuan dan Sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023 merupakan

rangkaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPPKBP3A

Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 — 2026 , adapun sasaran, indikator dan capaian
kinerja DPPKBP3A Tahun 2023 diuraikan dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja DPPKBP3A Tahun 2023
Tujuan/Sasaran %
] : Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Predikat
No Strategis e
Kinerja
. Predikat Pencapain KLA Nindya Madya 84,02% Tinggi
Meningkatkan (720) (605)
Perlindungan terhadap
Perempuan dan Anak
serta Pemenuhan Hak
Anak
91,03 90,17 99,05 Sangat
IPG P
Tinggi
64,44 61,05 94,73 Sangat
IDG .
Tinggi
Predikat APE Madya Pratama 50 Rendah
. Total score pemenuhan .
1.1 | Terpenuhinya Hak Anak hak anak (Klaster 1-5) 720 605 84 Tinggi
Menurunnya Angka .
12 Kekerasan Terhadap Rasio Kekerasan Terhadap 35 6.3 18 Sangat
Perempuan Rendah
Perempuan dan Anak
Rasio Kekerasan Terhadap Sangat
Anak UL &L = Rendah
Meningkatnya Keterwakil el .65,20% 5,20¢ 7,97 Safigat_2
{+<Kesetaraan Gender dan e Rt 207 1270 ’ Rendah®
) sebagai pengambil ~
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Pemberdayaan keputusan di lembaga
Perempuan eksekutif
Keterwakilan perempuan di 7 50% 750 100.00 SangaF
lembaga legislatif ' ! ! Tinggi
Persentase besaran
anggaran responsive Sanaat
gender terhadap total 4,67% 0,80% 17 Rengah
anggaran Belanja
Langsung APBD
I Mengendalikan Laju Laju Pertumbuhan 1,23% 1,22% 100,81 Sangat
Pertumbuhan Penduduk | Penduduk Tinggi
TFR 3,05 ) il 121,5 el
Tinggi
Menurunnya Angka Sanaat
2.1 kelahiran pada Wanita ASFR 15-19 Tahun 33 12 275 Tin gi
usia Subur 15-19 Tahun 99
Meningkatnya
2.2 | Pemakaian Kontrasepsi | mCPR 66,50% 53,99% 81,18 Tinggi
Modern
Meningkatnya kualitas Cakupan Anggota Bina = = Sangat
&S keluarga Keluarga Balita (BKB) SR 10880 LE.4L Rendah
Meningkatnya Sanaat
Vil Akuntabilitas Kinerja Nilai SAKIP DPPKBP3A B B 100 Ting i
DPPKBP3A 99
Level Maturitas SPIP Leuels Level 3 100 Sangat
Tinggi
Persentase penurunan
jumlah temuan BPK atas . : Sangat
laporan keuangan Lot L Lo Tinggi
DPPKBP3A
Indeks Kepuasan 80% NA NA
Masyarakat

Pada tabel dibawah adalah perbandingan capaian pada 2 (dua) tahun terakhir pada level

tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat
pada tahun 2022 - 2023.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja DPPKBP3A Tahun 2022-2023

| terhadap

Perempuan dan

Anak serta

N e g

: : . Target Capaian Target Capaian
No TUJuanr/]Sasara lod |;<Sa;(;ra;l'aur{uan Tahun Tahun Tahun Tahun
2023 2023 2022 2022
Meningkatkan Predikat pencapaian KLA Nindya Madya Nindya Madya
Perlindungan (720) (605)
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Pemenuhan Hak
Anak

IPG 91,03 90,17 90,71 90,17 ’\
IDG 64,44 61,05 63,25 61,05
Predikat APE Madya Pratama Madya Madya
Terpenuhinya Hak | Total score pemenuhan hak 720 Nilai 605 Nilai 650 Nilai 649,2 Nilai
11 Anak anak (Klaster 1-5)
Menurunnya Rasio Kekerasan Terhadap 3.5 Rasio 3.5 Rasio 10,3 Rasio
12 Angka Kekerasan | Perempuan 6,3 Rasio
'Fl;erhadap Rasio Kekerasan Terhadap 0.01 Rasio 0.01 Rasio | 2,54
erempuan dan Anak 309
Anak na ’
Meningkatnya Keterwakilan perempuan 65.2 Perse | 5,20 Persen | 65.2 Perse | 4,73
Pemberdayaan sebagai pengambil keputusan | n n Persen
1.3 Perempuan di lembaga eksekutif
Keterwakilan perempuan di 7.5 Persen | 7.5 Persen 7.5 Persen | 7,5 Persen
lembaga legislatif
Persentase besaran anggaran | 4.67 Perse 0,8 Persen 4.67 Perse | 0,19 Perse
responsive gender terhadap n n n
total anggaran Belanja
Langsung APBD
Mengendalikan
Il Laju Pertumbuhan LPP 1,23 1,22 1,24 1,41
Penduduk
TFR 3,05 2,51 3,05 3,05
2.1 Menurunnya ASFR 15-19 Tahun 33 Rasio 12 Ratio 33 Ratio 34 Ratio
Angka kelahiran
pada WUS 15-19
Tahun
2.2 Meningkatnya mCPR 66.5 % 54,80% 66,25% 65,53%
Pemakaian
Kontrasepsi
Modern
2.3 Meningkatnya Cakupan Anggota Bina 65% 10,67% 65% 21,70%
kualitas keluarga Keluarga Balita (BKB)
Il Meningkatnya Nilai SAKIP DPPKBP3A B B B B
Akuntabilitas
Kinerja DPPKBP3A
Level Maturitas SPIP Level Level
3 Level 3 Level
Persentase penurunan jumlah | 75 % 100% 75 % 100%
temuan BPK atas laporan
keuangan DPPKBP3A
Indeks Kepuasan Masyarakat

» 4 w2




Capaian Kinerja Tahun

Tab

dengan Target Renstra 2021-2026

= &_
A Target Kinerja Realisasi %
TUJIé?rn;tSeas;zran Indikator Kinerja Tahun 2021- Kinerjasd | Pencapaian
4 2026 Tahun 2023 |  Kinerja
| Meningkatkan Predikat pencapaian KLA | Utama (820) Madya (605) | 73,78
Perlindungan terhadap
Perempuan dan Anak
serta Pemenuhan Hak
Anak
IPG 92 90,17 98,01
IDG 68 61,05 89,77
Predikat APE Utama Pratama 25
11 Terpenuhinya Hak Anak Total score pemenuhan >800 605 75,63
hak anak (Klaster 1-5)
1.2 Menurunnya Angka Rasio Kekerasan 0 6,37 0,00
Kekerasan Terhadap Terhadap Perempuan
Perempuan dan Anak
Rasio Kekerasan 0 3,09 0,00
Terhadap Anak
1.3 Meningkatnya Keterwakilan perempuan | 66% 12,00% 18,18
Pemberdayaan sebagai pengambil
Perempuan keputusan di lembaga
eksekutif
Keterwakilan perempuan 30% 7,5% 25,00
di lembaga legislatif
Persentase besaran 12% 0,80% 6,67
anggaran responsive
gender terhadap total
anggaran Belanja
Langsung APBD
Il Mengendalikan Laju LPP 12 1,22 100
Pertumbuhan Penduduk
TFR 3 2,51 119,52
2.1 Menurunnya Angka ASFR 15-19 Tahun 30% 34,00% 88,24
kelahiran pada WUS 15-
19 Tahun
2.2 Meningkatnya Pemakaian | mCPR 68% 54,80% 80,59
Kontrasepsi Modern
2.3 Meningkatnya Jumlah Cakupan Anggota Bina 75,0% 21,7% 28,93
Keluarga yang ikut BKB Keluarga Balita (BKB)
1 Meningkatnya Nilai SAKIP DPPKBP3A BB B 75,00
Akuntabilitas Kinerja
DPPKBP3A
Level Maturitas SPIP Level 3 Level 3 100,00
Persentase penurunan 100% 100% 100,00
jumlah temuan BPK atas P
laporan keuangan ‘ & @
DPPKBP3A - ,.‘_:'I'\ @ @ {
Indeks Kepuasan, - 4‘!\‘ 100% NA NA > ,a
- S Wﬂ( ‘/;‘ P %
PPs . 3 .
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Tujuan' 1 Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta

Pemenuhan Hak Anak

Adapun indikator kinerja untuk pengukuran keberhasilan dari Tujuan 1 Meningkatkan
Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak adalah sebagai
berikut:

1. Predikat Pencapaian KLA

e Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.5
Predikat Pencapaian KLA
Tahun 2023

No Indikator Target | Realisasi Capaian (%) Ket

1 Predikat Pencapaian KLA Nindya Madya 84,02 Tinggi
(720) (605)

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Menghadapi  tantangan terhadap upaya mendukung pemenuhan hak dan
perlindungan anak, upaya yang dilakukan adalah dengan upaya mengembangkan
Kabupaten Layak Anak melalui pendekaatan Bottom up, dengan mandatnya terbagi atas
5 Kkluster substansi. Kluster | terkait hak sipil dan kebebasan. Kluster Il terkait lingkungan
keluarga dan pengasuhan alternatif. Kluster lll terkait kesehatan dasar dan
kesejahteraan.Kluster IV terkait pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan
budaya. Kluster V terkait perlindungan khusus anak. Kabupaten Pasaman Barat berturut

turut dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 telah berhasil meraih kategori Madya

dalam penilaian Kabupaten Layak Anak secara Nasional.




e Perbandingan antara Target dan R SiI Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun

2022
“
Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Predikat Pencapaian KLA
Tahun 2022-2023
. Target Capaian
. Target Capaian

No Indikator Tahun Tahun

Tahun 2023 | Tahun 2023 2022 2022
Predikat pencapaian Nindya (720) Madya (605) | Madya (650) Madya
1 kLA (649,2)

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Dilihat dari table diatas pencapaian Predikat KLA Tahun 2023 dan 2022 sama-
sama mendapatkan Perdikat Madya, tetapi terjani penurunan nilai dari 649,2 menjadi 605
dan nilai ini merupakan hasil verifikasi Kementrian Pemnberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia.

e Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra
Tahun 2026

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Predikat Pencapaian KLA Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

. Target Kinerja Realisasi Kinerja 4
e Indikator Tahun 2021-2026 sd Tahun 2023 | Fencapaian
Kinerja
1 Predikat pencapaian Utama (820) Madya (605) 73,78
KLA

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Predikat Pencapaian KLA yang ditargetkan pada tahun 2026 mendapat predikat
Utama (820) baru tercapai Madya (605) atau 73,78%

e Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Provinsi

Sumatera Barat

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Predikat Pencapaian KLA Tahun 2023
dengan Capaian Provinsi Sumatera Barat

. Capaian Kinerja Capaian Kinerja Provinsi
No Indikator Tahun 2023 Tahun 2023
1 Predikat pencapaian KLA Madya (605) KLA (Provila)

) Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBI??,(A; &)




Provinsi Sumatera Barat untuk pe/rtgma kalinya meraih peringkat Propinsi Layak
Anak (Provila) tentu SEE_iPi’g_idukung oleh capaian dari Kabuupaten/ kota di Sumatera
Barat. penghargaan KLA kategori Utama diraih oleh Kota Padang, Kota Sawahlunto dan
Kota I;édang Panjang. Sedangkan predikat kategori Nindya diraih Kota Bukittinggi, Kota
Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Agam serta 12 kabupaten/kota lainnya memperoleh
peringkat Madya dan Pratama yang salah satunya Kabupaten Pasaman Barat dengan

kategori madya.

e Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan

Capaian ini dapat diraih berkat kerjasama dan kerja keras semua instansi terkait,
dan tentu saja harus didukung dengan anggaran yang memadai di DPPKBP3A Kabupaten
Pasaman Barat maupun di seluruh lintas sektor dan lintas vertikal yang yang ada di
Kabupaten Pasaman Barat yang tujuannya untuk mengupayakan pemenuhan hak anak

untuk mewujudkan generasi emas di Kabupaten Pasaman Barat.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak
(PUHA).

2. Belum optimalnya capaian skor KLA

3. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak

4. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:

1. Mengoptimalkan Pemenuhan Hak Anak dan Pelaksanaan Pengarusutmaan Hak Anak
(PUHA) dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait.

2. Meningkatkan capaian skor KLA dengan memenuhi dengan maksimal kriteri-kriteria
penilaian

3. Mengoptimalkan Sekolah Ramah Anak

4. Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini
o Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian

Kinerja
Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja ini adalah Program Pemenuhan
Hak Anak dengan Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non

Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari dua sub

e €
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Advokasi Kebijakan dan Pendampinga menuhan Hak Anak pada Lembaga

Pemerintah, Non Pemerinta i1a, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

ngan anggaran-Rp23.525.000 terealisasi sebesar Rp22.838.700 atau (97,08%)

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 72.584.35 dengan realisasi Rp 70.142.021 atau
sebesar 96,64%

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

e Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.9
Target dan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Tahun 2023
No Indikator Target | Realisasi | Capaian (%) Ket
1 Indeks Pembangunan Gender 91,03 90,17 99,05 Sangat
(IPG) Tinggi

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS)

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pencapaian pembangunan manusia
yang sama seperti IPM. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang
sama dan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan

ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Komponen penyusun IPG terdiri dari dimensi Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah),
Kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan Ekonomi (Perkiraan Pendapatan laki-laki dan

perempuan).

Pada tahun 2023 angka IPG Pasaman Barat ditargetkan 91,03 dan terealisasi 90,17 atau

sebesar 99,05% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

~



e Perbandingan antara Target dan R
2022

si Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Tahun 2022-2023

Target Capaian Lo oo
No Indikator Tahun Tahun
Tahun 2023 | Tahun 2023 2022 2022
Indeks Pembangunan 91,03 90,17 90,71 90,17
1 Gender (IPG)

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS)

Jika dilihat dari Angka IPG Kabupaten Pasaman Barat dari Tahun 2022 dan tahun 2023
masih berada pada angka yang sama, karena angka IPG tahun 2023 masih memakai data
IPG Tahun 2022 karena belum tersedianya data terbaru untuk tahun 2023, namun bila
dibandingkan dengan Tahun 2021 IPG Kabupaten Pasaman Barat meningkat dari 90,14
menjadi 90,17 pada Tahun 2022/2023

e Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra
Tahun 2026

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

Target Kinerja Realisasi %
No Indikator Tahun 2021- Kinerja sd Pencapaian
2026 Tahun 2023 Kinerja
1 IPG 92 90,17 98,01

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS)

Angka IPG Kabupaten Pasaman Barat yang ditargetkan pada Tahun 2026 pada angka 92

terealisasi sampai tahun 2023 dengan angka 90,17 atau sebesar 98,01%.




e Perbandingan antara capaian Ki

~ Provinsi Sumatera Bar

Tabel 3.12

ahun 2023 dengan Nasional dan

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Tahun 2023 dengan Capaian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

No Uraian 2021 2022 2023
1 IPG Nasional 91,27 91,63 91,63
2 | IPG Sumatera Barat 94,34 94,72 94,72
3 | IPG Pasaman Barat 90,17 90,14 90,14

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS)

IPG Kabupaten Pasaman Barat masih berada dibawah IPG Nasional dengan angka 91,63

dan IPG Provinsi Sumatera Barat pada angka 94,72. Untuk Kabupaten/Kota di Sumatera

Barat IPG Kabupaten Pasaman Barat berada di peringkat 17, untuk angka IPG tertinggi

yaitu Kota Bukittinggi dengan angka 99,36 dan terendah adalah Kabupaten Dharmasraya

yaitu dengan angka 88,6.

e Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Masih tingginya ketimpangan gender baik di bidang pendidikan, kesehatan dan

Pendapatan, karena sebagian masyarakat masih menganggap sumberdaya

perempuan masih rendah disbanding laki-laki.

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengarusutamaan gender dengan

memberikan KIE kepada Tokoh-tokoh masyarakat dan alim ulama supaya bisa

langsung menyampaikan pesan-pesan terkait pengarusutamaan gender ke

masyarakat.

e Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian

Kinerja

M Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaiag kin
2o Ay

20

erja ini adalah:
>




- Pelembagaan Pengarusutamaan Gen UG) pada Lembaga Pemerintah
ngan sub kegiatan:

‘ Kewenangan Kabupaten/Ko
~ = Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

dengan pagu anggaran Rp 68.280.75 Dan terealisasi sebesar Rp 37.288.000
(54,61%)

- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada

Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi dengan Pagu anggaran Rp 572.010.000 Dan
terealisasi sebesar Rp 506.919.390 (88,62%)

2. Program Pengelolaan Data Gender dan Anak dengan Pagu anggaran Rp 37.765.200
Dan teralisasi sebesar Rp 37.400.50 (99,03%)

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

e Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.13

Target dan Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Tahun 2023

No Indikator Target | Realisasi Cagz;an Ket

1 | Indeks Pemberdayaan Gender 64,44 61,05 94,73 Sangat
(IDG) Tinggi

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibentuk dari 3 (tiga) komponen, yakni Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, tingkat keterwakilan di lembaga legislatif,
dan keterwakilan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pasaman Barat yang ditargetkan pada
taun 2023 pada angka 64,44 tercapai pada angka 61,05 atau 94,73%, namun untuk angka
tahun 2023 masih menggunkan angka tahun 2023 karena belum ada publikasi data terbari

dari Badan Pusat Statistik.




e Perbandingan antara Target dan R
2022

SiI Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun

Tabel 3.14
~ Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Tahun 2022-2023

Target Capaian Lo oo
No Indikator Tahun Tahun
Tahun 2023 | Tahun 2023 2022 2022
Indeks Pembangunan 64,44 61,05 63,25 61,05
1 Gender (IPG)

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pasaman Barat meningkat dari 60,38
pada Tahun 2021 menjadi 61,05 pada Tahun 2022, untuk tahun 2023 angka IDG masih
menggunakan angka tahun 2022 yaitu 61,05 karena belum ada publikasi untuk data tahun
2023.

e Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra
Tahun 2026
Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

Target Kinerja Realisasi %
No Indikator Tahun 2021- Kinerja sd Pencapaian
2026 Tahun 2023 Kinerja
1 IDG 68 61,05 89,77

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS)

Angka IDG Kabupaten Pasaman Barat yang ditargetkan pada Tahun 2026 pada angka 68

terealisasi sampai tahun 2023 dengan angka 61,05 atau sebesar 89,77%.




e Perbandingan antara capaian Ki ahun 2023 dengan Nasional dan

Provinsi Sumatera Bar
Tabel 3.16

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tahun 2023 dengan Capaian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

No Uraian 2021 2022 2023
1 | IDG Nasional 76,26 76,59 76,59
2 | IDG Sumatera Barat 65,12 65,48 65,48
3 | IDG Pasaman Barat 60,38 61,05 61,05

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS)

Angka IDG Kabupaten Pasaman Barat masih dibawah angka IDG Provinsi Sumatera Barat
dengan angka 65,48 dan Nasional dengan angka 76,59. Untuk Kabupaten Kota se
Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Barat berada pada peringkat 9 (Sembilan) dengan
angka tertinggi adalah Kota Payakumbuh dengan angka 71,21 dan angka terendah adalah
Kabupaten Padang Pariaman yaitu dengan angka 47,01. Hal ini menggambarkan
perbaikan pada peran perempuan dalam pembangunan, baik yang dinilai dari partisipasi di
dunia kerja, keterwakilan di lembaga legislatif, maupun di lembaga eksekutif. IDG dibentuk
dari 3 (tiga) komponen, yakni Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan,
tingkat keterwakilan di lembaga legislatif, dan keterwakilan sebagai pengambil keputusan
di lembaga eksekutif. Jika dilihat lebih dekat, peningkatan capaian IDG lebih banyak

disumbang oleh keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif dan legislatif.

e Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi
yang telah dilakukan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama

partisipasi dalam angkatan kerja, perempuan dilembaga eksekutif dan legislatif.




4. Predikat Anugrah Parahita Ekapraya (AP

Perbandingan a rget dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.17
Target dan Capaian Kinerja Predikat Anugrah Parahita Ekapraya (APE)
Tahun 2023
No Indikator Target | Realisasi | Capaian (%) Ket
1 | APE Madya | Pratama 50% Rendah

Sumber: olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Anugrah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah
Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah atas keberhasilan dan prakarsa dalam
pencapaian pembangunan Pengarustaman Gender , Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di daerah. Penilaian ini didasarkan pada evaluasi penyelenggaran
pengarusutamaan gender (PUG) yang terdiri dari 3 (tiga) komponen , meliputi
kelembagaan PUG, penyelenggaraan PUG dan inovasi dalam mewujudkan kesetaraan
gender , peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan dan/atau
peningkatan kualitas keluarga.

Predikat APE mencerminkan perbaikan di bidang kelembagaan dalam perencanaan dan
penganggaran yang responsif gender (PPRG), pendanaan, kerjasama, kemitraan dengan
lembaga masyarakat dan dunia usaha, kemitraan dengan media, dukungan anggaran dan

kebijakan, serta inovasi.

Predikat APE yang ditargetkan dengan Predikat Madya pada tahun 2023 baru tercapai

dengan Predikat Pratama.

e Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun
2022

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Kinerja Predikat Anugrah Parahita Ekapraya (APE)
Tahun 2022-2023

Target Capaian UEhget AT
No Indikator Tahun Tahun
Tahun 2023 | Tahun 2023 2021 2021
Pratama Madya Madya

40




Tahun 2021, untu
nengikutimverifikast Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diselenggarakan oleh

ma kalinya Kabupaten Pasaman Barat berhasil lolos "

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan
langsung mendapatkan predikat Madya. Pencapaian ini dipengaruhi oleh perbaikan pada
beberapa indikator yang berkaitan dengan implementasi pembangunan yang berpihak

kepada kelompok rentan, terutama kaum perempuan dan anak.

Penilaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE) ini dilakukan dua tahun sekali, yaitu pertama
kali penilaian dilaksanakan pada tahun 2021 dengan Predikat Madya, namun pada tahun
2023 Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan Predikat Pratama dimana turun dari tahun
2021, hal ini disebabkan oleh belum terbentuknya UPTD P2TP2A di Kabupaten Pasaman
Barat yang merupakan salah satu factor utama penilaian APE ini, selain itu kriteria penilaian
dan aplikasi yang digunakan berbeda dengan Tahun 2021, sehingga pada umumnya
Kabupaten/Kota di Indonesia mengalami penurunan Predikat Capaian APE, termasuk

salah satunya Kabupaten Pasaman Barat.

e Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra
Tahun 2026

Tabel 3.19
Perbandingan Capaian Predikat Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

Target Kinerja Realisasi %
No Indikator Tahun 2021- Kinerja sd Pencapaian
2026 Tahun 2023 Kinerja
1 APE Utama Pratama 35%

Sumber: olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

e Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Nasional dan

Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian Kinerja Capaian Predikat Anugrah Parahita Ekapraya
(APE)
Tahun 2023 dengan Capaian Provinsi Sumatera Barat
No Uraian 2022 2023 | '
@ ™
APE Sumatera Barat 2 65,48 65,48 A
’ |
61,05 U .
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e Analisis Penyebab Peningkatan/Pe

~ yang telah dilakukan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

han Kinerja serta alternative solusi

- Belum optimalnya fungsi kelembagaan PUG di Kabupaten Pasaman Barat dalam
pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang responsive Gender

- Belum Optimalnya dukungan dana untuk pendampingan OPD dalam penyusunan
PPRG

Adapun solusi yang dilaksanakan dalam peningkatan capaian indikator APE adalah:

- Melaksanakan strategi pembangunan dengan memberdayakan semua masyarakat
baik lai-laki maupun perempuanagar keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf
hidup mereka yang berujung pada penikatan perekonomian negara.

- Melaksanakan pendampingan kepada PD dalam penyusunan PPRG;j

Sasaran 1 Terpenuhinya Hak Anak

Adapun indikator sasaran Terpenuhinya Hak Anak adalah Total Skor Pemenuhan Hak
Anak

Total Skor Pemenuhan Hak Anak adalah dasar dari penilaian Predikat KLA
e Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Tabel 3.21

Total Skor Pemenuhan Hak Anak
Tahun 2023

Capaian |
No Indikator Target | Realisasi Ket
(%)

1 | Total Skor Pemenuhan Hak (720) (605) 84,02 Tinggi
Anak

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Menghadapi tantangan terhadap upaya mendukung pemenuhan hak dan
perlindungan anak, upaya yang dilakukan adalah dengan upaya mengembangkan
Kabupaten Layak Anak melalui pendekaatan Bottom up, dengan mandatnya terbagi atas

5 kluster substansi. Kluster | terkait hak sipil dan kebebasan. Kluster Il terkait lingkungan : @ &

glsarga dan pengasuhan  alternatif. Kilister's, 1l terkait kesehatan dasar dan > @\(‘5

R, waktu luang, dan kegiatan



budaya. Kluster V terkait perlindungan khusu . Kabupaten Pasaman Barat berturut

turut dari Tahun 2021 sampai d Tahun 2023 telah berhasil meraih kategori Madya

S
penilaian Kabupaten Layak Anak secara Nasional dengan Total skor pemenuhan

Hak Anak 605.

e Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun

2022
Tabel 3.22
Perbandingan Capaian Total Skor Pemenuhan Hak Anak
Tahun 2022-2023
. Target Capaian
. Target Capaian

No Indikator Tahun Tahun

Tahun 2023 | Tahun 2023 2022 2022

Total Skor Pemenuhan (720) (605) (650) (649,2)

1 Hak Anak

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Dilihat dari table diatas Total Skor Pemenuhan Anak turun pada tahun dari 649,2
ditahun 2022 menjadi 605 di tahun 2023.

e Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra
Tahun 2026

Tabel 3.23
Perbandingan Capaian Total Skor Pemenuhan Hak Anak Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

Target Kinerja Realisasi %
No Indikator Tahun 2021- Kinerja sd Pencapaian
2026 Tahun 2023 Kinerja
Total Skor Pemenuhan (820) (605) 73,78
1 Hak Anak

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Total Skor Pemenuhan Anak yang ditargetkan pada tahun 2026 dengan skor (820)

baru tercapai dengan skor (605) atau 73,78%




e Perbandingan antara capaian Kinerja-Tahun 2023 dengan Capaian Provinsi

Sumatera Barat

Tabel 3.24
Perbandingan Capaian Total Skor Pemenuhan Hak Anak Tahun 2023
dengan Capaian Provinsi Sumatera Barat

Capaian Capaian Kinerja
No Indikator Kinerja Provinsi
Tahun 2023 Tahun 2023
Total Skor Pemenuhan Hak (605) 900-1.000
1 Anak

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Provinsi Sumatera Barat untuk pertama kalinya meraih peringkat Propinsi Layak
Anak (Provila) dengan total skor Pemeuhan Hak Anak 900-1.000 tentu saja ini didukung
oleh capaian dari Kabuupaten/ kota di Sumatera Barat. penghargaan KLA kategori Utama
diraih oleh Kota Padang, Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang. Sedangkan predikat
kategori Nindya diraih Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Agam
serta 12 kabupaten/kota lainnya memperoleh peringkat Madya dan Pratama yang salah

satunya Kabupaten Pasaman Barat dengan kategori madya.

e Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan

Capaian ini dapat diraih berkat kerjasama dan kerja keras semua instansi terkait,
dan tentu saja harus didukung dengan anggaran yang memadai di DPPKBP3A Kabupaten
Pasaman Barat maupun di seluruh lintas sektor dan lintas vertikal yang yang ada di
Kabupaten Pasaman Barat yang tujuannya untuk mengupayakan pemenuhan hak anak

untuk mewujudkan generasi emas di Kabupaten Pasaman Barat.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan pelaksanaan Pengarusutamaan Hak
Anak (PUHA).

2. Belum optimalnya capaian skor Pemenuhan Hak Anak

3. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak

4. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:

~




Meningkatkan capaian skor Pemenuh Anak dengan memenuhi-dengan

maksimal kriteri-kriteria peni

Mengoptimalkan.Sekolah Ramah Anak
4. Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini

e Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Kinerja
Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja ini adalah Program Pemenuhan
Hak Anak dengan Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non
Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari dua sub
kegiatan yaitu:

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
dengan anggaran Rp 23.525.000 terealisasi sebesar Rp22.838.700 atau (97,08%)

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 72.584.35 dengan realisasi Rp 70.142.021 atau
sebesar 96,64%

Sasaran 2 Menurunnya Angka Kekeran Terhadap Perempuan dan Anak

Adapun indikator sasaran Terpenuhinya Hak Anak adalah Rasio Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak
- Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan

e Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.25
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan
Tahun 2023
No Uraian Target | Realisasi Capaian (%) Ket
1. | Rasio Kekerasan Terhadap 3,5 6,3 55,55 Rendah

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A




Rasio Kekerasan terhadap perempu erupakan jumlah korban kekerasan

terhadap perempuan per 100.0 enduduk perempuan. Rasio Kekerasan terhadap
erempuan yang ditargetkan dengan rasio 3,5 baru tercapai 6,3 rasio.

e Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun
2022

Tabel 3.26
Perbandingan Capaian Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan
Tahun 2022-2023

Target Capaian Target Capaian
No Indikator Tahun Tahun
Tahun 2023 | Tahun 2023 2022 2022
Rasio Kekerasan 35 6,3 4,7 10,7
1 Terhadap Perempuan
Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A
Rasio kekerasan terhadap perempuan menunjukkan penurunan dari 10,7 per

100.000 jumlah penduduk perempuan menjadi 6,3 per 100.000 penduduk perempuan .
Jumlah kasus kekerasan menurun pada tahun 2023 menjadi 14 kasus dari 24 Kasus pada
tahun 2022.

Angka ini jauh dari target tahun 2023 sesuai RPJMD Tahun 2021-2026, yakni O per
100.000 Jumlah penduduk perempuan. Berikut adalah perkembangan rasio kekerasan

terhadap perempuan di Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2021-2023.

e Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra
Tahun 2026

Tabel 3.27
Perbandingan Capaian Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

Target Kinerja Realisasi %
No Indikator Tahun 2021- Kinerja sd Pencapaian
2026 Tahun 2023 Kinerja
Rasio Kekerasan 0 6,3 73,78
1 Terhadap Perempuan

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Rasio Kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 jauh dari target tahun 2026



e Analisis Penyebab Peningkatan/Pe nan Kinerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan

'‘Capaian ini dapat diraih berkat kerjasama dan kerja keras semua instansi terkait,
dan tentu saja harus didukung dengan anggaran yang memadai di DPPKBP3A Kabupaten
Pasaman Barat maupun di seluruh lintas sektor dan lintas vertikal yang yang ada di
Kabupaten Pasaman Barat yang tujuannya untuk mengupayakan pemenuhan hak anak

untuk mewujudkan generasi emas di Kabupaten Pasaman Barat.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya Manusia dalam penanganan kasus, terutama tenaga
psikolog klinis belum ada di Kabupaten Pasaman Barat
2. Kurangnya KIE kepada masyarakat tentang pencegahan kasus kekerasan terhadap

perempuan karena keterbatasan anggaran.

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:
1. Pengadaan CPNS Formasi Psikolog Klinis
2. Jika Anggaran tersedia meningkatkan KIE Pencegahan kekerasan terhadap

perempuan ke Masyarakat

e Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Kinerja

Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja ini adalah Program Perlindungan
Perempuan dengan anggaran Rp 136.940.000 dengan realisasi sebesar Rp 59.567.500
(43,49%), namun anggaran program ini untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan
hanya sebesar Rp 19.250.000,-

- Rasio Kekerasan Terhadap Anak

e Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.28
Rasio Kekerasan Terhadap Anak
Tahun 2023
Capaian
No Uraian Target | Realisasi Ket
(%)
Rasio Kekerasan Terhadap 3,09 0,32 Snagat |
Rendah

ingsional Perencana



nak merupakan jumlah korban kekerasan terhadap

Rasio Kekerasan terh
Nakypeinl0:000sanak sampai umur 18 tahun.. Rasio Kekerasan terhadap anak yang

ditargetkan dengan rasio 0,01 baru tercapai 3,09 rasio.

e Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun

2022
Tabel 3.29
Perbandingan Capaian Rasio Kekerasan Terhadap Anak
Tahun 2022-2023
. Target Capaian
. Target Capaian
No Indikator Tahun Tahun
Tahun 2023 | Tahun 2023 2022 2022
Rasio Kekerasan 0,01 3,09 0,01 3

1 Terhadap Anak

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Perkembangan rasio kekerasan terhadap anak (dihitung per 10.000 anak usia
kurang dari 18 tahun). Kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan pada tahun 2023,
baik dari segi jumlah kasus maupun rasio, dimana 35 kasus di Tahun 2022 naik menjadi 45

Kasus pada tahun 2023.

Rasio Kekerasan terhadap anak meningkat dari tahun sebelumnya hal ini
disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan
baik ke lembaga P2TP2A maupun ke kepolisian. faktor ekonomi keluarga, pengaruh
tontonan anak-anak dilingkungan tempat tinggal dan sekolah juga sangat berpengaruh

pada tingginya kasus kekerasan pada anak.

e Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra
Tahun 2026

Tabel 3.30
Perbandingan Capaian Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

Target Kinerja Realisasi %
No Indikator Tahun 2021- Kinerja sd Pencapaian
2026 Tahun 2023 Kinerja

Rasio Kekerasan 0 3,09

Terhadap Perempuan




Rasio Kekerasan terhadap perempu un 2023 jauh dari target tahun 2026

~ sesual RPIJMD Tahun 2021-202 ni'0 per 10.000 Jumlah anak usia dibawah 18 Tahun.

o ““Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya Manusia dalam penanganan kasus, terutama tenaga
psikolog klinis belum ada di Kabupaten Pasaman Barat
2. Kurangnya KIE kepada masyarakat tentang pencegahan kasus kekerasan terhadap

anak karena keterbatasan anggaran.

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:
1. Pengadaan CPNS Formasi Psikolog Klinis
2. Jika Anggaran tersedia meningkatkan KIE Pencegahan kekerasan terhadap anak

ke Masyarakat

e Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian

Kinerja

Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja ini adalah Program Perlindungan
Khusus Anak dengan anggaran Rp 349283.900 dengan realisasi sebesar Rp 300.513.412
(76,22%), namun anggaran program ini untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan
hanya sebesar Rp 14.103.640,-

Sasaran 2 Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif

- Keterwakilan perempuan di lembaga legislative

e Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.31
Target dan Capaian Kinerja Keterwakilan Perempuan
di lembaga eksekutif dan legisatif

Tahun 2023
No Indikator Target | Realisasi Capaian (%) Ket
) (° : D) 1 | Keterwakilan Perempuan 65,2%.4"'\ 2% 7,97 Sangat
: — dilembaga eksekutif -
R e } o
P g Y, 2 e N
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/W

2 | Keterwakilan Perempuan 7.5%+ 7,5% 100 Sangat
dilembaga legislatif Tinggi
Sumber.Buku-ProfiGender dan Anak Tahun 2023 “

Keterwakilan di lembaga legislatif, dan keterwakilan sebagai pengambil keputusan di

lembaga eksekutif merupakan factor pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

e Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun
2022

Tabel 3.32
Perbandingan Capaian Kinerja Kinerja Keterwakilan Perempuan
di lembaga eksekutif dan legisatif
Tahun 2022-2023

Target Capaian SIS e ol
No Indikator Tahun Tahun
Tahun 2023 | Tahun 2023 2022 2022
1 Keterwakilan Perempuan 65,2% 5,2% 6,5% 4,73%
dilembaga eksekutif
2 Keterwakilan Perempuan 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%
dilembaga legislatif

Sumber: Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2022-2023

Keterwakilan Perempuan dilembaga eksekutif meningkat dari tahun 2022 dengan capaian
4,73 meningkat ditahun 2023 dengan capaian 5,2 dan untuk keterwakilan perempuan
dilembaga legislative masih dalam angka yang sama dengan tahun sebelumnyna yaitu
7,5% karena Pemilihan Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pasaman Barat baru akan
dilaksanakan pada Tahun 2024.hal ini menandakan meningkatnya peran perempuan

dalam pembangunan.

e Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra
Tahun 2026

Tabel 3.33
Perbandingan Capaian Kinerja Keterwakilan Perempuan
di lembaga eksekutif dan legisatif Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

Target Kinerja Realisasi %
No Indikator Tahun 2021- Kinerja sd Pencapaian -
2026 Tahun 2023 Kinerja ‘ \ &
Keterwakilan Perempuan 66% 5,2% 787 o @ \(‘5 :
| dilembaga eksekutif
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Keterwakilan Perempuan
dilembaga legislatif

30%

‘ 2

er-dan Anak Tahun 2022-2023

Capaian Keterwakilan Perempuan dilembaga eksekutif dan lembaga legislative masih

jauh dari target Renstra 2026.

e Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama

partisipasi dalam angkatan kerja, perempuan dilembaga eksekutif dan legislatif.

Alternatif solusi yang dilakukan:

- Untuk pencapaian target kinerja, DPPKBP3A telah berupaya meningkatkan Sumber

Daya Manusia kepada Kelompok Perempuan Partai

Politik (KPPI) berupa

peningkatan kapasitas anggota sebagai anggota partai politik. Namun untuk

terpilihnya perempuan di legislative tergatung dari kepercayaan masyarakat kepada

calon legislative perempuan tersebut.

- Besaran ARG pada belanja langsung APBD

e Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.34
Target dan Capaian Kinerja Besaran ARG pada Belanja Langsung APBD
Tahun 2023
Capaian
No Indikator Target | Realisasi Ket
(%) ’
1 | Persentase besaran anggaran 4,67 0,8 | 17,13 Sangat
responsive gender terhadap Rendah
total anggaran Belanja

Langsung APBD

Sumber: Data Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

» 4 w2



e Perbandingan antara Target dan R SiI Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun

2022

Tabel 3.35
rbandingan Capaian Kinerja Besaran ARG pada Belanja Langsung APBD
Tahun 2022-2023

Target Capaian Lo oo
No Indikator Tahun Tahun
Tahun 2023 | Tahun 2023 2022 2022
1 Persentase besaran 4,67 0,8 4,65 0,19

anggaran responsive
gender terhadap total
anggaran Belanja
Langsung APBD

Sumber: Data Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Pada tahun 2022, Anggaran Yang Responsif Gender (ARG) dibanding total belanja
langsung pada APBD adalah 0.19%. Sebenarnya, perhitungan ARG Tahun 2021 dan
Tahun 2022 tidak bisa diperbandingkan karena menggunakan metode yang berbeda. Pada
Tahun 2022, dengan penggunaan SIPD, tidak ada lagi pembedaan antara Belanja
Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Namun, yang ada adalah Belanja Operasi dan
Belanja Modal. Untuk tahun 2023 besaran ARG pada belanja Operasi dan Belanja Modal
APBD mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu 0,8%.

e Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra

Tahun 2026
Tabel 3.36
Perbandingan Capaian Kinerja Besaran ARG pada Belanja Langsung APBD
Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026
Target Kinerja Realisasi %
No Indikator Tahun 2021- Kinerja sd Pencapaian
2026 Tahun 2023 Kinerja
1 Persentase besaran 12 0,8 6,6

anggaran responsive
gender terhadap total
anggaran Belanja
Langsung APBD

Sumber Data Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A




e Analisis Penyebab Peningkatan/Pe

~ yang telah dilakukan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

han Kinerja serta alternative solusi

Meski demikian, ada beberapa permasalahan yang terkait dengan ARG di Kabupaten
Pasaman Barat. Pertama, terjadinya pengurangan alokasi anggaran yang responsif
gender pada masing-masing OPD. Hal ini terjadi karena secara keseluruhan total
anggaran program pada OPD memang mengalami penurunan. Kedua, jumlah OPD
yang melengkapi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement
(GBS) juga mengalami penurunan. Total ARG dihitung berdasarkan program/kegiatan

yang dalam proses perencanaannya dilengkapi dengan GAP dan GBS.

Alternatif solusi yang dilakukan:
Kondisi ini dapat diperbaiki dengan melakukan penguatan terhadap kelembagaan
pengarusutamaan gender (PUG), yakni kelompok kerja PUG dan tim koordinasi
perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Penguatan terhadap
tim ini memang mengalami kendala selama masa pandemi Covid-19, karena terjadinya
refocusing anggaran di OPD pelaksanaan PUG maupun OPD penggerak (driver)
PPRG.

Tujuan 2 Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk

Adapun indikator kinerja untuk pengukuran keberhasilan dari Tujuan 1 Mengendalikan Laju
Pertumbuhan Penduduk yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate
(TFR)

5.. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

e Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.37
Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Tahun 2023

No Indikator Target | Realisasi | Capaian (%) Ket

) 4 ) | 1 |LPP 1,23 “ely > 100,81 Sangat A/@@

22 :
, - - -4\‘; Tinggi -

ata S Dukcapil Kab.Pasaman Barat Tahun 2023, 43

53



e Perbandingan antar t'dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun

Tabel 3.38
Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Tahun 2022-2023

Target Capaian Target Capaian

No Indikator Tahun Tahun
Tahun 2023 | Tahun 2023 2022 2022

1 LPP 1,23 1,22 1,24 1,41

Sumber: Data Dinas Dukcapil Kab.Pasaman Barat Tahun 2023

Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Angka LPP
Kabupaten Pasaman Barat menurun dari 1,41 pada tahun 2022 menjadi 1,22 pada tahun
2023.

e Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra
Tahun 2026

Tabel 3.39
Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

Target Kinerja Realisasi %
No Indikator Tahun 2021- Kinerja sd Pencapaian
2026 Tahun 2023 Kinerja
1 LPP 1,2 1,22 98,36

Sumber: Data Dinas Dukcapil Kab.Pasaman Barat Tahun 2023

e Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Provinsi

Sumatera Barat

Tabel 3.40

Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2023
dengan Capaian Provinsi Sumatera Barat

Capaian
No Indikator Kinerja
Tahun 2023
1 LPP Sumatera Barat 1,08
5 LPP Pasaman Barat 1,22

Sumber: Data Dinas Dukcapil Kab.Pas’auen
) o)
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Angka LPP Kabupaten Pasaman Bar berada dibawah angka LPP Provinsi

Sumatera Barat

Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi
yang telah dilakukan

Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 salah
satunya adalah tingginya angka migrasi keluar penduduk pada tahun 2023.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2023 salah satunya adalah tingginya angka migrasi keluar penduduk
pada tahun 2023.

2. Angka Pemakaian Kontrasepsi masih rendah

3. Tingginya angka kelahiran

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:
1. KIE kepada masyarakat tentang Keluarga Berencana
2. Meningkatkan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi gratis kewilayah-wilayah yang
tidak terjangkau fasilitas kesehatan

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Penyuluh KB (PKB)

e Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Kinerja

Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja ini adalah Program Pengendalian

Penduduk dan Program Pembinaan Keluarga Berencana. Program ini selain didukung
dengan dana DAU juga didukung dengan Dana DAK Non Fisik (BOKB) dan DAK Fisik

Bidang Keluarga Berencana.l




6. Total Fertility Rate (TFR)

Perbandingan-antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.41
Capaian Kinerja Total Fertility Rate (TFR)
Tahun 2023

Capaian
No Indikator Target | Realisasi Ket
(%)

1 | TFR 3,05 2,51 1215 Sangat‘
Tinggi

Sumber: Website Badan Pusat Statistik

Angka Total Fertility Rate (TFR) menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan
hidup oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Fertilitas Kabupaten
Pasaman Barat menurun dari angka 3,05 menjadi 2,51 pada tahun 2023, hal ini berarti

hanya sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya.

e Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun
2022

Tabel 3.42
Perbandingan Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2022-2023

Target Capaian

Tahun Tahun
2022 2022

1 TFR 3,05 2,51 3,05 2,51

Target Capaian

No Indikator Tahun 2023 | Tahun 2023

Sumber: Website Badan Pusat Statistik

e Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra

Tahun 2026
Tabel 3.43

Perbandingan Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

Target Kinerja Realisasi %
No Indikator Tahun 2021- Kinerja sd Pencapaian e
2026 Tahun 2023 Kinerja & ™

3,05 2,51




‘Sumatera Barat

Tabel 3.44

capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Provinsi

Perbandingan Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2023

dengan Capaian Nasional

: Capaian Kinerja
No Indikator Tahun 2023
1 TFR Nasional 2,18
5 TFR Pasaman Barat 2,51

Sumber: Website Badan Pusat Statistik

Angka TFR Kabupaten Pasaman Barat masih berada dibawah angka TFR Nasional.

Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan

Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 salah

satunya adalah tingginya angka migrasi keluar penduduk pada tahun 2023, karena kalua

dilihat dari angka kelahiran mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 angka
kelahiran sebesar 7.680 dan 7.880 pada tahun 2023.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Angka Pemakaian Kontrasepsi masih rendah

2. Tingginya angka kelahiran

3. Tingginya angka Unmetneed

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:

1. Menata kembali PLKB dan meningkatkan peran IMP dan Kader;

2. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengendalian penduduk,

mencakup pengendalian kelahiran dan migrasi penduduk;

T

meningkatkan promosi dan KIE KB; A
'.;. pgkatkan kerjasama dengan klinik KB.ba

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, penyediaan Alat kontrasepsi,

v

Nt )"
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giatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Kinerja

Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja ini adalah Program Pengendalian
Penduduk dan Program Pembinaan Keluarga Berencana. Program ini selain didukung
dengan dana DAU juga didukung dengan Dana DAK Non Fisik (BOKB) dan DAK Fisik
Bidang Keluarga Berencana.

Sasaran 4 Menurunnya Angka Kelahiran pada Wanita Usia Subur 15-19 Tahun
dengan indikator ASFR 15-19 Tahun

- ASFR 15-19 Tahun

e Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu Age Spesific Fertility Rate (ASFR 15-19)
menggambarkan banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 15-19 tahun per
1.000 perempuan kelompok umur 15-19 tahun

Tabel 3.45
Capaian Kinerja ASFR 15-19 Tahun
Tahun 2023
Capaian
No Indikator Target | Realisasi Ket
(%) ‘
1 ASFR 15-19 Tahun 33 12 275 Sangat
Tinggi

Sumber: Website Badan Pusat Statistik

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tabel 3.46
Perbandingan ASFR 15-19 Tahun
Tahun 2022-2023

Target Capaian L CEpEs
No Indikator Tahun Tahun
Tahun 2023 | Tahun 2023 2022 2022
1 ASFR 15-19 Tahun 33 12 34 12

Sumber: Website Badan Pusat Statistik



e Perbandingan antara capaian Kin
Tahun 2026

ahun 2023 dengan Target Renstra

Tabel 3.47
Perbandingan Perbandingan ASFR 15-19 Tahun
Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026
Target Kinerja Realisasi %
No Indikator Tahun 2021- Kinerja sd Pencapaian
2026 Tahun 2023 Kinerja
1 ASFR 15-19 Tahun 30 12 250

Sumber: Website Badan Pusat Statistik

e Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Nasion

Tabel 3.48
Capaian Age Spesific Fertility Rate (ASFR 15-19)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2023

No Indikator Capaian 2021 2022 2023
1 | ASFR (15-19) Indonesia 26,64 26,64 26,64
ASFR (15-19) Kab. 38,20 38,2 12

Pasaman Barat

Sumber : Website Badan Pusat Statistik

Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi
yang telah dilakukan

Semakin tingginya perhatian orangtua terhadap pendidikan anak-anak menyebabkan
menurunnya angka kelahiran pada wanita Usia Subur 15-19 Tahun, namun secara nasional
angka ASFR 15-19 tahun ini meningkat yang disebabkan pengaruh akses informasi di
media sosial yang semakin pesat di zaman serba modern ini. Media yang kerap kali
dijadikan sebagai wadah edukatif, informatif, serta inspiratif, juga dijadikan sebagai tempat
untuk mencari hiburan yang kemungkinan mengarah pada unsur negatif.

Hal itu kemudian menjatuhkan remaja pada masalah kesehatan reproduksi seperti
perkawinan anak, Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD), Infeksi Menular Seksual (IMS),
HIV/AIDS, permasalahan kesehatan mental, penyimpangan orientasi seksual, dan

terjadinya tindak kekerasan seksual.

Guna melindungi remaja dari masalah-masalah tersebut, BKKBN terus menggaungkan

oo 4
sinformasi soal kesehatan reproduksi yang benar dan mudah untuk diakses remaja melalui
—_ . . i I

7 Nt g
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\ Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut: “

1. Kurangnya Advokasi dan KIE kepada remaja tentang kesehatan reproduksi remaja,

bahaya pernikahan diusia anak.

2. Kurangnya SDM untuk melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:
1. Meningkatkan Advokasi dan KIE tentang Keluarga Berencana
2. Meningkatkan SDM Petugas Pencatatan dan Pelaporan di Kecamatan
3. Menambah Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di lapangan
e Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Kinerja
Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja ini adalah Program

Pengendalian

- Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern (MCPR)

e Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.49
Capaian Kinerja MCPR
Tahun 2023
Capaian
No Indikator Target | Realisasi Ket
(%) ‘
1 | MCPR 66,5 54,01 81,21 Tinggi ‘

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tabel 3.50
Perbandingan MCPR
Tahun 2022-2023

Target Capaian Target Capaian )
No Indikator Tahun 2023 | Tahun 2023 Tahun Tahun & ™
oy 2022 2022 e J
MCPR 66,5 54,01 66,25 63,44 NS i
Sumber: Olaha na DPPRBP3A
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ian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra

e Perbandingan antara
Tahun 2026

Tabel 3.51

Perbandingan MCPR Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

Target Kinerja Realisasi %
No Indikator Tahun 2021- Kinerja sd Pencapaian
2026 Tahun 2023 Kinerja
1 MCPR 68 54,01 79,42

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi
yang telah dilakukan

Angka pemakaian Kontrasepsi modern mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal
ini disebabkan perbedaan metode penginputan data, dimana pada tahun 2022 input data
dilakukan secara manual, sedangkan pada tahun 2023 menggunakan aplikasi New Siga,
hal ini menyebabkan banyak data akseptor yang menggunakan kontrasepsi modern tidak
terinput secara keseluruhan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:
1. Menata kembali PLKB dan meningkatkan peran IMP dan Kader;

2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, penyediaan Alat kontrasepsi,
meningkatkan promosi dan KIE KB;
Peningkatkan kerjasama dengan klinik KB baik pemerintah maupun swasta;
Mengoptimalkan koordinasi dengan PD dalam pembuatan dokumen PPRG
Menijalin kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, seperti organisasi
perangkat daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga/Organisasi Masyarakat.

6. Melakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas

layanan.

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:
1.

Menlngkatkan Advokasi dan KIE tentang Keluarga Berencana
€r

: !‘aporan d| Kecamatan
"arga S (PKB) dilagangan
v, - > 2
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e Analisis Program/Keqi enunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian

~

Kinerja
Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja ini adalah Program Pengendalian
Penduduk dan Program Pembinaan Keluarga Berencana Program ini selain didukung

dengan dana DAU juga didukung dengan Dana DAK Non Fisik (BOKB) dan DAK Fisik
Bidang Keluarga Berencana.

Sasaran 5 Meningkatnya kualitas keluarga

- Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)

e Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.52
Capaian Kinerja Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)
Tahun 2023
Capaian
No Indikator Target | Realisasi Ket
(%)
1 | Cakupan Anggota Bina 65 10,66 16,4 Sangat
Keluarga Balita (BKB) Rendah ‘

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tabel 3.53
Perbandingan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)
Tahun 2022-2023

Target Capaian aget Capaiag
No Indikator Tahun Tahun
Tahun 2023 | Tahun 2023 2022 2022
1 Cakupan Anggota Bina 65 10,66 63 21,7
Keluarga Balita (BKB)

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A




e Perbandingan antara capaian Kin ahun 2023 dengan Target Renstra

Tahun 2026

Tabel 3.54
Perbandingan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

Target Kinerja Realisasi %
No Indikator Tahun 2021- Kinerja sd Pencapaian
2026 Tahun 2023 Kinerja
1 Cakupan Anggota Bina 75 10,66 14,21
Keluarga Balita (BKB)

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas keluarga dengan indikator kinerja Cakupan Anggota
Bina Keluarga Balita yang ditargetkan 65% pada tahun 2023 baru tercapai 10,67% dimana
jumlah balita 30.865 orang sedangkan yang menjadi Anggota BKB sebanyak 3.293 orang,
hal ini disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk honor kader BKB sehingga
pelaksanaan kegiatan BKB tidak terlaksana secara maksimal dan kita juga tidak bisa untuk
membentuk kelompok BKB baru. Kelompok BKB pada Tahun 2022 berjumlah 102, pada
tahun 2023 menjadi 100 Kelompok, sementara dibandingkan dengan jumlah Posyandu
yang berjumlah 470 buah Posyandu menjadi salah satu rendahnya capaian BKB.
Penggantian Transportasi Kader BKB yang sebelumnya di bayar kan dengan Dana Nagatri,
pada Tahun 2023 banyak Nagari yang tidak membayarkan uang penggantian Transportasi
kader BKB dengan alasan tidak ada di Permendes dicantumkan penganggaran untuk
Kader BKB, Keputusan dari DPMN ke Nagari Nagari tentang tidak ada penganggaran
penggantian Transportasi ini berimbas terhadap jalannya kegiatan Kelompok BKB jauh
menurun.

Kegiatan Kelompok BKB yang seharusnya satu perkelompok terdiri dari 5 Kader, ada di
beberapa Nagari mereka diharuskan membagi 5 kader ini kesemua Posyandu sehingga
kegiatannya tidak optimal sebagaimana mestinya.

Masih rendahnya SDM Kader BKB karena pada tahun 2023 anggaran untuk pelatihan

kader di alihkan ke kegiatan lain.




Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

girkader BKB, sehingga kader tidak bekerja secara maksimal ™

2. Kurangnya Jumlah PKB sehingga pelaksanaan KIE tidak terjangkau ke semua daerah.

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:
1. Membentuk kelompok-kelompok BKB baru dan mengaktifkan kembali kelompok-

kelompok yang sudah ada
2. Menyediakan dana untuk honor kader
3. Menambah Tenaga Penyuluh KB minimal 1 (satu) orang Per Nagatri

4. Memberikan Advokasi dan KIE Kepada Masyarakat tentang pentingnya pola

pengasuhan anak untuk perkembangan anak balita dan ikut dalam kelompok BKB

e Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Kinerja
Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja ini adalah Program
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)k. Program ini selain didukung
dengan dana DAU juga didukung dengan Dana DAK Non Fisik (BOKB).

Sasaran 7 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A

Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja ini diharapkan mampu meningkatkan peran
serta fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaiai subsistem Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman Barat yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya
mempertimbangkan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melainkan menyesuaikan juga

dengan tujuan dansasaran strategis lingkup Kabupaten Pasaman Barat .Dalam mencapai & ™
J\sasaran strategis meningkatkan akuntabilitas, kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, A ()
S € > x()U
LAY
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Keluarga Berencana Pemberdayaan Perem an Perlindungan Anak ada indikator

ang harus tercapai yaitu :

~

Tabel 3.55
Capaian Kinerja Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja DPPKBP3A
Tahun 2023
Capaian
No Indikator Target | Realisasi Ket
(%)
1 Nilai SAKIP DPPKBP3A B B 100 Sangat
Tinggi
2 | Level Maturitas SPIP Level 3 Level 3 100 Sangat
Tinggi
3 Persentase penurunan jumlah 75% 100% 133 Sangat
temuan BPK atas laporan Tinggi
keuangan DPPKBP3A
4 | Indeks Kepuasan Masyarakat 80% NA NA NA
(IKM)

Nilai SAKIP didapat berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat, Tahun 2023 dengan
nomor: 700.1.2.1/26/Inspekt-LHE/IX 2023 tanggal 18 September 2023. Evaluasi
dilaksanakan terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai kisaran
mulai dari 0 sampai dengan 100.

Tabel 3.52
Capaian Nilai SAKIP DPPKBP3A Tahun 2023

[

No | Komponen Yang Dinilai Bobot | Nilai 2023
1. | Perencanaan Kinerja | 3000 | 24,00
2. | Pengukuran Kinerja | 30,00 | 20,70
3. | Pelaporan Kinerja 7 | 1500 | 9,90
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intenal | 25,00 ‘ 11,00
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja | 100,00 . :
Nilai Hasil Evaluasi | ’ |
| SAKIP | | e |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori) B ‘

Nilai SAKIP pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 65,60 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja

) (Kategori B) yang berarti Baik, akuntabilitasnya kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang

€Y r »

#.__ B

d abdigunakan N Peli-SE
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pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluar ncana Pemberdayaan Perempuan dan
oran Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas
Renyelenggaraan..SPIP*"Pada Kabupaten Pasaman Barat Nomor PE.09.03/LHP-
593/PW03/3/2022 Tanggal 29 Desember 2022 adalah 3,132 atau telah memenuhi

karateristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) atau Organisasi

Perlindungan Anak berdasarka

telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya

telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK terhadap Laporan Keuangan, capaian tahun
2023 sudah mencapai 100%, nilai ini diambil dari hasil Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah tahun 2022, dimana tidak adanya temuan BPK yang ditindak lanjuti pada tahun
2023.

Meningkatnya Pelayanan yang Berkualitas dengan Indikator Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Pada Tahun 2023 pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak belum dilaksanakan sehingga belum ada penilainnya.

3.2 Realisasi Anggaran

Tujuan dan sasaran DPPKBP3A dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan
disesuaikan pada indikator yang dihasilkan (output). Program, kegiatan, dan sub kegiatan
mendaptkan alokasi anggaran yang nantinya direalisasikan sebagai implementasi kinerja
keuangan dan capaian fisik kinerja DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat. Target dan

realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.53

Realisasi Anggaran DPPKBP3A Tahun 2023

66

KEGIATAN / SUB PERSENTASE
No PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI REALISASI (%)
1 2 3 4 5 6
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
1 Daerah 4.957.555.254 3.984.253.886 80,37
Kabupaten/Kota
Administrasi Keuangan 4.373.114.886 3.419.607.324 78,20
Perangkat Daerah
el etisanicailday 4.040.494.886 3.086.987.324 76,40
Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN 242.200.000 242.200.000 100,00 :
Pelaksanaan & ™
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi "((;99.420.000 90.420.000 100,00 s @ "
Keuangan SKPD P - G .
— B/
By T i{%ﬂ
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Administrasi Barang Milik
Daerah pada Peran
Daerah

13.935.000

13.915.000

99,86

ausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD

13.935.000

13.915.000

99,86

Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

23.463.840

23.463.840

100,00

Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan

23.463.840

23.463.840

100,00

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

302.736.528

295.746.692

97,69

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

6.900.000

6.900.000

100,00

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

23.759.000

19.888.600

83,71

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

12.697.200

11.767.000

92,67

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

15.000.000

14.999.500

100,00

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

244.380.328

242.191.592

99,10

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

65.000.000

64.355.180

99,01

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

65.000.000

64.355.180

99,01

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

179.305.000

167.165.850

93,23

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

141.535.000

129.733.650

91,66

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

27.770.000

27.460.000

98,88

Pemeliharaan /
Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya

10.000.000

9.972.200

99,72

Program
Pengendalian
Penduduk

288.027.000

184.578.194

64,08

Pemaduan dan
Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah
Provinsi dengan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam
Rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk

84.805.000

80.499.650

94,92

Advokasi, Sosialisasi,
dan Fasilitasi
Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur
Formal di Satu

80.499.650

94,92
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SD/MI dan SLTP/MTS,
Jalur Nonformal dal
Informal

|

etaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

203.222.000

104.078.544

51,21

Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan Sistem
Informasi Keluarga

64.200.000

45.225.000

70,44

Penyediaan Data dan
Informasi Keluarga

35.222.000

21.113.544

59,94

Pencatatan dan
Pengumpulan Data
Keluarga

37.800.000

37.740.000

99,84

Pengolahan dan
Pelaporan Data
Pengendalian Lapangan
dan Pelayanan KB

66.000.000

0,00

Program Pembinaan
Keluarga Berencana
(KB)

2.539.655.750

2.163.931.150

85,21

Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk
dan KB sesuai Kearifan
Budaya Lokal

982.650.000

933.812.250

95,03

Advokasi Program
KKBPK kepada
Stakeholders dan Mitra
Kerja

80.000.000

76.135.000

95,17

Promosi dan KIE
Program KKBPK Melalui
Media Massa Cetak dan
Elektronik serta Media
Luar Ruang

150.000.000

147.049.000

98,03

Pelaksanaan Mekanisme
Operasional Program
KKBPK melalui Rapat
Koordinasi Kecamatan
(Rakorcam), Rapat
Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)

143.000.000

137.570.000

96,20

Pengelolaan Operasional
dan Sarana di Balai
Penyuluhan KKBPK

529.650.000

497.623.250

93,95

Pengendalian Program
KKBPK

80.000.000

75.435.000

94,29

Pendayagunaan Tenaga
Penyuluh KB / Petugas
Lapangan KB
(PKB/PLKB)

58.000.000

57.870.000

99,78

Pembinaan IMP dan
Program KKBPK di Lini
Lapangan oleh
PKB/PLKB

20.000.000

19.890.000

99,45

Penggerakan Kader
Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP)

38.000.000

37.980.000

99,95

Pengendalian dan
Pendistribusian

795.152.750

73,33

68
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Pelaksanaan Pelayanan | —
KB di Daerah Kabu
/Kota

endalian Y
Pendistribusian Alat dan
Obat Kontrasepsi dan
Sarana Penunjang
Pelayanan KB ke SS20000e 18.646.850 D
Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
Peningkatan Kesertaan
Penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka PN 604.523.700 TR
Panjang (MKJP)
Penyediaan Sarana
Penunjang Pelayanan KB RACHEIEEtD 159.803.200 el
Pembinaan Pelayanan
Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi di
Fasilitas Kesehatan 13.500.000 12.179.000 90,21
termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran Serta
Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat
daerah Kabupaten/Kota 414.663.750 377.096.150 90,94
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan
Ber-KB
Penguatan Peran serta
Organisasi
Kemasyarakatan dan
Mitra Kerja Lainnya
dalam Pelaksanaan RN 159.881.150 2283
Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan
Ber KB
Integrasi Pembangunan
Lintas Sektor di 9.000.000 6.485.000 72,06
Kampung KB
Pelaksanaan dan
Pengelolaan Program 232.500.000 90,64
KKBPK di Kampung KB LU TEGI0ET

Program
Pemberdayaan dan
4 Penlngkatan_ 1.996.600.000 1.776.743.800 88,99
Keluarga Sejahtera

(KS)

Pelaksanaan
Pembangunan Keluarga
melalui Pembinaan

Ketahanan dan Ly 1.776.743.800 o
Kesejahteraan Keluarga,
tdd:

Pembentukan Kelompok
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
(Bina Keluarga Balita
(BKB), Bina Keluarga
Remaja (BKR), Pusat
Informasi dan Konseling
Remaja (PIK-R), Bina

& ™
61.600.000 36.393.800 59,08 =
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Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS
Pemberd konomi

rga)

Pengadaan Sarana
Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R, dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

360.000.000

234.980.000

65,27

Penyediaan Operasional
bagi Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R, dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

1.575.000.000

1.505.370.000

95,58

Program
Pengarusutamaan
Gender dan
Pemberdayaan
Perempuan

651.390.750

544.207.390

83,55

Pelembagaan
Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada
Lembaga Pemerintah
Kewenangan
Kabupaten/Kota, tdd:

68.280.750

37.288.000

54,61

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
Pelaksanaan PUG
termasuk PPRG

68.280.750

37.288.000

54,61

Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial,
dan Ekonomi pada
Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota, tdd:

583.110.000

506.919.390

86,93

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
Peningkatan Partisipasi
Perempuan dan Politik,
Hukum, Sosial, dan
Ekonomi

583.110.000

506.919.390

86,93

Program
Perlindungan
Perempuan

42.750.000

18.157.000

42,47

Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan
Lingkup Daerah
Kabuoaten/Kota

19.250.000

18.157.000

94,32

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan ,
Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

P
€Y~

19.250.000

18.157.000

94,32

LA\
o

Penyedian Layanan

e un-Korbal
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Kekerasan yang _—

Memerlukan Koordipasi

Kewenan

paten/Kota, tdd: “

Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaa
n Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi 23.500.000 16.037.500 68,24
Perempuan Korban

Kekerasan Kewenangan
Kabupaten /Kota

Program Pengeloaan

8 Sistem Data Gender 37.765.200 37 400,500 99,03
dan Anak

Pengumpulan,
Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender
dan Anak dalam _ 37.765.200 37.400.500 99,03
Kelembagaan Data di

Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota , tdd:
Penyediaan Data Gender
dan Anak di Kewenangan 37.765.200 99,03
Kabupaten/Kota S0

Program Pemenuhan
Hak Anak (PHA) ey 92.980.721 96,74

Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah,
Non Pemerintah, dan

Dunia Usaha 96.109.350 92.980.721 96,74
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak
pada Lembaga
Pemerintah, Non 23.525.000 97,08
Pemerintah, Media, dan 22.838.700
Dunia Usaha
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelembagaan

Pemenuhan Hak Anak [ 70.142.021 Slaifet
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Program
10 Perlindungan Khusus 156.600.640 133.405.273 85,19
Anak

Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak 14.103.640 13.943.700 98,87
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pencegahan
Kekerasan terhadap 14.103.640 98,87
Anak Kewenangan TERTEAe
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan ey
bagi Anak yang e ™
Memerlukan p >
Perlindungan Khusus il -'142.497.000 119.461.573 83,83

Tingkat Daerah

iten/Ko

D~ =
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Penyediaan Layanan _—
Pengaduan Masyar,

142.497.000 119461573 83,8&

Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

JUMLAH 10.766.453.944

ANGGARAN 8.935.657.914 sl

3.3 Penghargaan

T t/ T |
No Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan empat / Tangga Penerima Deskripsi
Penyerahan Penghargaan

Kabupaten Layak Anak ( KLA ) adalah
Kab/Kota dengan Sistem Pembangunan
Penghargaan Kabupaten . . . N

- Kementrian PPPA Pemerintah Daerah yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan
1 Layak Anak Kategori ) . Jakarta, 12 Oktober 2021 - )
Madva Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan
Yy secara terencana, menyeluruh dan
berkelanjutan
Kabupaten Layak Anak ( KLA ) adalah
Kab/Kota dengan Sistem Pembangunan
Penghargaan Kabupaten . ) X N

- Kementrian PPPA Pemerintah Daerah yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan
2 Layak Anak Kategori N . Jakarta, 23 Agustus 2022 N )
Madva Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan
v secara terencana, menyeluruh dan
berkelanjutan
Kabupaten Layak Anak ( KLA ) adalah
Kab/Kota dengan Sistem Pembangunan

Penghargaan Kabupaten

3 Layak Anak Kategori Kemem.:rian PPPA. Semarang, 23 Juli 2023 Pemerintah Daerah yan.g menjamin Pemenuhan Hak,ﬂfnak dan
Madva Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan
v secara terencana, menyeluruh dan
berkelanjutan
Manggala Karya Kencana merupakan
penghargaan pemerintah pusat tertinggi
Puri Agung Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat ( melalui BKKBN kepada Kepala Daerah dan
Penghargaan Manggala . . .
4 K K BKKBN RI Gubernur Sumatera Selatan,|Pasbar ) Hamsuardi dan Ketua TP-PKK, yang dinilai mempunyai
arya Kencana
¥ 94 Juli 2023 Ketua TP-PKK dedikasi tinggi terhadap program

kependudukan, keluarga berencana dan
pembangunan Keluarga.

Anugerah Parahita Ekapraya merupakan
penghargaan yang diberikan pemerintah
Pusat kepada Kabupaten yang dinilai
memenuhi Pengarusutamaan Gender dan
memiliki Perencanaan Kabupaten mulai
dari Kelembagaan, Penganggaran,
Pelaksanaan , Evaluasi dan Pengawasan.

Bupati Pasaman Barat

P h A h
enghargaan Anugera Hamsuardi,5.Ag

5 Parahita Ekapraya Kategori |Kementrian PPPA Jakarta, 6 September 2021
Madya tahun 2020 Anugerah Parahita Ekapraya merupakan
penghargaan yang diberikan pemerintah
Pusat kepada Kabupaten yang dinilai
memenuhi Pengarusutamaan Gender dan
memiliki Perencanaan Kabupaten mulai
dari Kelembagaan, Penganggaran,
Pelaksanaan . Evaluasi dan Pengawasan.

Anugerah Parahita Ekapraya merupakan
penghargaan yang diberikan pemerintah
Penghargaan Anugerah . Pusat kepada Kabupaten yang dinilai

. . . Pemerintah Kabupaten -
6 Parahita Ekapraya Kategori |Kementrian PPPA Jakarta, 22 Desember 2023 P Barat memenuhi Pengarusutamaan Gender dan

asaman Bara

Pratama tahun 2022 memiliki Perencanaan Kabupaten mulai
dari Kelembagaan, Penganggaran,
Pelaksanaan , Evaluasi dan Pengawasan.

> 4
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Piagam Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pasaman Barat dengan
kategori Madya Tahun 2022

Piagam Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pasaman Barat dengan
kategori Madya Tahun 2023




grah Parahita Ekapraya Kategori Madya Tahun 2021 \

Blegam Renghargaan
NOMOR :739/Men/KG.05/9/2021
Dengan ini memberikan penghargaan kepada:

Kabupaten Pasaman Barat
Sebagai Kabup Penerima Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020
Kalegori Madya

s a0 x?
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\ PENUTUP ~

A. KESIMPULAN
1 Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Tahun 2021-2026, pada Tahun 2023 Dinas

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan

melaksanakan 22 (Dua Puluh Dua) kegiatan dalam 10 (Sepuluh) program sesuai

dengan skala prioritas melalui APBDP Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung

pencapaian 7 (Tujuh) sasaran dalam 13 (Tiga belas) indikator sasaran (output) dan

5 (Lima) tujuan yang telah ditetapkan dalam rancangan strategis. Hasil capaian atas

12 (dua belas) indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi

pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut :

o Terlaksananya dengan “ sangat baik” sebanyak 7 (empat) indikator sasaran

¢ Terlaksananya dengan “ baik” sebanyak 1 (satu) indikator sasaran

e Terlaksananya dengan “ cukup” sebanyak 2 (dua) indikator sasaran

e Terlaksananya dengan “buruk” sebanyak 2 (dua) indikator Sasaran

e Untuk target indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A
dengan indikator kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum
dilaksanakan penilainnya.

3. Tidak tercapainya pencapaian anggaran (100%) disebabkan terdapatnya beberapa

hambatan dengan pokok — pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu :

o Keterlambatan dalam proses administrasi keuangan;

o Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga/sumber daya manusia dalam
pelaksanaan kegiatan; dan

¢ Adanya keterlambatan dalam penyampaian Juknis ke instansi sehingga terjadi

keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan
B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat pada

masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul antara




n prasarana SKPD;

Dalam pen anggaran akan mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis
kinerja yang berorientasi kepada Sasaran, Misi, Visi; dan

5. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeklif, lransparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . dr. ANNA RAHMADIA

Jabatan  : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : HAMSUARDI
Jabatan  : BUPATI PASAMAN BARAT

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebul menjadi tanggung jawab
kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi,

Simpang Empat, Januari 2023

HAMSUARDI

Pembina Tk, | IV.D
NIP 16820027 200805 2 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA  PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Persentase penurunan jumiah
temuan BPK atas laporan
keuangan DPPKBPIA

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1 2 3) (4)
Total score pemenuhan hak
erpenuinya Hak Anal 600
y ¥ % anak (Kiaster 1-5)
. Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Rasio Kekerasan Terbadap 243
Perernpuan dan Anak Perempuan )
Rasio Kekerasan Terhadap 0.01
Anak 4
Keterwakilan perempuan
W |Merngkatnya Pemberdayaan Perempuan sebagsi pengambil keputusan 652
di lembaga eksekutif
Keterwakilan pereampuan o 75
lembaga legedatif <
Persentase besaran anggaran
. R pemces St 467
total anggaran Belanga .
Langsung APBD
Mermrunmys -
i i e et ces ot et e ASFR 15-19 Tahun 33
V  |Mermngkatnya Per 1 K psi Modern mCPR 6565
. Cakupan Anggota Bina
Meningkatnys
v Jumiah Keluarga yang ikut BKB Keluarga Baita (BKB) 65
Vi |Mersngkatnys Akuntabiltas Kinera DPPKEP3IA Nilai SAXIP DPPKBP2A =
Lovel Maturitas SPIP Tawired 2
75%

NO = PROGRAM ANGGARAN KET
1 ::’9"’" Por B = den Rp 656,389,750 |APBD
2 |Program Perindungan Perempuan Rp. 42 750,000 |APBD
3 m-mpm&mmhwdm Rp. 39.040.200 |APBD
4 |Program Pemenufian Hak Anak Rp. 97 405,000 |APBD
5 |Program Perindungan Khusus Anak Rp. 168,075 640 |APBD
L e e ni bt o T 5.172.718.417 |APBD
7 |Program Pengendaban Penduduk Rp. 288.027.000 |APBD+DAK
8 |Program Pemb Keluarga Be Rp. 2,567,205,750 | APBD+DAK
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Rp.
9 Keluarga Sejahtera (KS) 2,004,600,000 |APBD+DAK
JUMLAH Rp. 11,037,211,757

" Pembina Tk. |
 NIP. 19820927 200

A RARMADIA

Vb
805 2 001




PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN

2

3

4

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Admimnsiras! Kevangan Perangkat Daerah

4640620217

Administrasi Barang Milik Daerah pade
Perangkat Daerah

13,835.000

Administrasi Kepegawaian Perangkat
daerah

50,000,000

Administrasi Umum Perangkal Daerah

217 463 200

Pengadaan Barang Milix Daerah Penunjang
Urusan Pemenntah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

65,000,000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

185,670,000

Gender dan Pemberdayaan
Perempuan

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada Lembaga Pamerimah
Kewenangan Kabupaten®ola

73,279,750

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,
Hukum, sasial, dan ekonomi pada
Organisasi kemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten Kota

583,110,000

Program Perlindungan
Perempuan

Penceganan Kekerasan terhadap
Perempuan Lingkup Daerah
KabupatenKota

19,250,000

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan yang
Memeriukan Koordinasi Kewenangan
KabupatenKota

23,500,000

Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Pedindungan
Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Kualitas
Keluarga

Peningkaman Kualitas keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan
Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Sistem
Data Gender Dan Anak

Pengumpulan, Pengolahan Anaksis dan
Penyajian data Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data ol Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

39,040,200

Program Pemenuhan Hak Anak
(PHA)

Pelembagaan PHA pada Lembaga
Pemeriniah, Nonpemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

97,405,000




Yang Metibatkan para Pihak Lingkup daerah
Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan bagi anak yang
memedukan Perlindungan Khusus yang
memerukan koordinasi tngkat daerah
Kabupaten/Kola

143,772,000

Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi anak yang
memedukan Perdindungan khusus
kewenangan Kabupaten/Kota

8 |Program Pengendalian

Penduduk

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi Dengan
Pemerintah Daerah KabupatenKota dalam
Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

84,805,000

Pemetaan Perkiraan Pengendalian
Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

203,222,000

Program Pembinaan Keluarga
Berencana (KB)

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan KB Sesuai Keanfan Budaya
Lokal

$82,650,000

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

58,000,000

Kebuluhan Alat dan Obal Kontrasepsi Sena
Pelaksanaan Pelayanan K8 di Daerah
Kabupaten®ota

1,084,342 000

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran
Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat
Daerah KabupstenKola Dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

lPenoendaim dan Pendistribusian

442,213,750

10

Program Pemberdayaan dan
Peningkatan Keluarga Sejahtera
(KS)

Pelaksanaan Pambangunan Keluargs
Melalui Pembinaan Ketahanan dan

Kesejaheraan Keluarga

2.004,800,000

JUMLAH ANGGARAN

11,037,211,757

LUARGA




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektf transparan dan akuntabel serta
beronentast pada hasil, kaml yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama dr. ANNA RAHMADIA

Jabatan KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

selanjuinya disebut PIHAK KESATU

Nama . HAMSUARDI
Jabatan BUPATI PASAMAN BARAT
sefaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan farget kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja darl perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.
Simpang Empat, Januari 2024
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
BUPATI PASAMAN BARAT KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
HAMSUARDI dr. ANNA RAHMADIA, M.KM
Pembina Tk | IV.b

NIP 19820927 200805 2 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) {3) (4)
> Total score pemenuhan hak
| |Terpenuhinya Hak Anak anak (Kiaster 1-5) 750
M Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Rasio Kekerasan Terhadap 213
Perempuan dan Anak Perempuan )
RRasio Kekerasan Terhadap 0.01
Anak 5
Meningkainya Kesetaraan Gender dan | Ry
nl sebagal pengambil keputusan 8540%
Pemberdayaan Perempuan di lembaga eksekutif
Keterwakitan perempuan d| 30%
lembaga legislatif
Persenase besaran
anggaran responsive gender 8%
terhadap total anggaran
Belanja Langsung APBD
W ?::::umym\mkakshhlmpadawus 15-19 ASFR 15-19 Tahun 22
V  |Meningkatnya Pemakaian Kontraseps: Modern mCPR 66.75%
VI |Meningkatnya kualkitas keluarga CK:”."': Baﬂaw (a:g;a 70%
BB
VIl |Meningkatnya Akuntabdiitas Kinerja DPPKBP3A Nilai SAKIP DPPKBP3A
A Level 3
Level Maturitas SPIP
Persentase penurunan jumlah 75%
termuan BPK atas laporan
keuangan DPPKBP3A
NO PROGRAM ANGGARAN KET
Program Pengarusutamaan Gender dan
1 Pemberds P puen Rp. 612.079.400 [APBD
2 |Program Perlindungan Perempuan Rp. 12.365.000 [APBD
3 |Program Peningkatan Kualitas Keluarga 155 000.000 [APBD
4 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Rp. 21 510.000 |APBO
5 |Program Pemenuhan Hak Anak Rp 44 287.000 [APBD
6 |Program Periindungan Khusus Anak Rp. 75442 840 [APBD
Program Penunjang Urusan Pemenintahan B
7 Daerah Kal tenyKol Rp. 4.833.815.090 |APBD ' ‘_);j
8 |Program Pengendafan Penduduk Rp. 236.248 000 |APBO+DAK @ |




9 lPrognm Pembinaan Keluarga Berencana Rp 3.261 963,500 |APBD+DAK
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Rp.
10 [Kal arga Sejahtera (KS) 1.892.164 000 |APBD+DAK
JUMLAH Rp. 11.144 974 830

BUPATI PASAMAN BARAT
’ -

HAMSUARDI

Simpang Empat, Januari 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUN K

Pembina Tk 1/1Vb
NIP. 18820827 200805 2 001




PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

l

memeriukan Perlindungan Khusus yang
memaerlukan koordinasi tingkat daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
2 3 4
Program Penunjang Urusan Admunistrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.387 292.090
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Adminstrasi Barang Milk Daerah pada 13.572.500
Perangkat Daerah
Administras: Kepegawaian Perangkat 15943000
daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah 214.100.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 55.000.000
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 147 807 500
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Pengarusutamaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender 12.079.400
Gender dan Pemberdayaan (PUG) pada Lembaga Pemerintah
|Perompuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, 600.000.000
Hukum, sosial, dan ekonomi pada
Organisasi kemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten Kaota
Program Perlindungan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi 12.365.000
Perempuan Perempuan Korban Kekerasan yang
Memeriukan Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Kualitas [Pemingkatan Kualitas keluarga dalam 155.000.000
Keluarga Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan
Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Sistem l-’emunoulan. Pengolzhan Analisis dan 21.510.000
Data Gender Dan Anak Penyajian data Gender dan Anak ctalam
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Program Pemenuhan Hak Anak |Pelembagaan PHA pada Lembaga 44 287.000
(PHA) Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Program Perindungan Khusus |Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 15.000.000
Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup
daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagl anak yang 60.442 840




Program Pengendalian
Penduduk

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemenntah Daerah Provinsi Dengan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

18 548 000

Pemetaan Perkiraan Pengendalian
Penduduk Cakupan Daerah

217.800.000

Program Pembinaan Keluarga
Berencana (KB)

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan KB Sesual Kearifan Budaya
Lokal

1,150 600.000

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

273.000.000

Pengendalian dan Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota

1.605.376.000

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran
Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembnaan
Kesertaan Ber-KB

232 987.500

10

Program Pemberdayaan dan
Peningkatan Keluarga Sejahtera
(KS)

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

317.164.000

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Sera
Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pembangunan

1.575.000.000

JUMLAH ANGGARAN

11.144,974.830

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN

dr._Hi. ANNA RAHMADIA. M KM
Pembina Tk 1AV.D
NIP. 19820927 200805 2 001




LAPORAN HASIL EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANS| PEMERINTAH

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2023

NOMOR : 700.1.2.1/26 /Inspekt- LHE/IX/2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023




HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2023

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Komponen/Sub 2023
Komponen/Kriteria

Bobot Bobot Nilai

1 |Perencanaan Kinerja 30,00 , 30,00 24,00
2 _|Pengukuran Kinerja 25,00 21,60 30,00 20,70
3 |Pelaporan Kinerja 15,00 10,05 15,00 9,90
4 |Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 25,00 17,50 25,00 11,00
|Internal

alan Sasaran -
Nilai Akuntabilitas Kinerja 72,85 65,60

1 _|Tidak ada perubahan Renaksi

Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

LKjIP belum memberikan informasi target kinerja dan anggaran dengan realisasi kinerja dan anggaran yang tertera pada PK
seluruh pegawai

Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
Monev hanya dilakukan pada lingkat dinas

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan belum sesuai standar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah belum disusun sesuai dengan PermenPANRB Nomor 53 tahun 2014
Monev hanya dilakukan pada tingkat dinas
Monev hanya dilakukan pada tingkat dinas
Belum ada aplikasi penqukuran capaian kineria
12 |LK)IP belum memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja OPD/Pemda dengan data realisasi capaian
nasional

13_|Tidak ada Laporan Per_bgukgran Kmna Tn_wu__la yanq dibuat oleh unit kerja/bidang
14 lati Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

wirno

=S kole|~io|o|a

Rekomendasi

Menmgkatkan kualitas pengukuran kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) dalam rangka dan pengukuran

2 Meningkatkan pemanfaatan pengukuran kinerja dengan menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam
penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional serta berpengaruh dalam penyesuaian (refocusing) di Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat.
3 [Meningkatkan kepedulian seluruh pegawai atas pengukuran kinerja melalui laporan pengukuran kinerja triwulan pegawai pada
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perfindungan Anak Kabupaten Pasaman
Barat,

4 |Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja melalui penyusunan pelaporan kinerja berdasarkan PermenPANRB Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja melalui pemberian informasi terkait dengan perbandingan realisasi kinerja dengan
realisasi kinerja dilevel propinsi/nasional serta pemberian informasi tentang efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam
mencapal kinerja.

Meningkatkan kepedulian seluruh pegawai atas pelaporan kinerja melalul laporan kinerja triwulan pegawal pada Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat
agar menimbulkan perubahan budaya kinerja.

Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja melalui pelaksanaan evaluasi akuntabilitas sesuai dengan standar yang sudah
ditetapkan oleh pedoman teknis serta memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas

kineria internal, )

5

6

7




(5] =3ayelag
eSimnpay weiesSuiusy X
uEp UEEiEpUagLEg pe e el
(e =amey wianpeg|  oirorey gop=ne
Aes Juzpg weidong w0'53 IR 2e0'E5 USt3d | wms waeifery oednoy il U VY
L R S—
ewmuasag edienjay Hdu.!u..v.n”
Wi/gd Swepg uEELIWRg Wesdnng 250535 uFslag Bp0E'Es uEsiag Eavm e
wreel 61-51
ApnEuag Ly wped wesmpome
#d5d vmp /g dumpyg | venmpualuag wesdony 0L dasiag [ uaziag oy 5101 gy mtry nlenemmy
TEgy Foraieoy
R S o
. [e3es dupmgaes avpeed
uendwauzy IPUDL) EYE WSS frms o
ueedequizizy euig Suepig | veepiedusg wesdouy WIS'T uIsiag SalE T uasiag 53 azmimezang
uendwaiayg =dimn|ay seypmny e uuq._umu.._-.in_
uezdequiaEy mug Surpig | wersySueg wesdosy SOE'L uFslag BRO5 L uRsiag woEmasmEy
wenduwmuay
usedepuagquiag
uEp J3pUE e sty
g roreied midmmeaeg
uendwaiayg ummweisrueduzyg ﬂnu“h..“n.u_“n:u..uﬂhn_ Hvumﬂu.un-jﬂdn.
uezdequia @y mug Suspig wesdosg 250055 ussiag ] uRssag oo sney iy n
HEUy UEp DETDal=g
ueSUNpUILEY SEEmYy wendwauag spemy dopusae)
wmyEsduiuag Suepig ueSunpuipag wesdosg oo oisEy 100 msEy oramemYy oog
T
ey uep wenduwmsusg == mondmmay
[ S—
ueSunpuLag FIjEny yEuy snsnuy S — J— .n.q.-l.
ueENSuIuag Suepig ueSunpuipag wesdong = oiTEy 5'C ey TornsEmey cETg Hq...nﬂﬂnug.u..m 1
yeuy uep wendwauag
ueSunpuisag sajeny [wual e yzy T — apery
ueENSuIuag Suepig uEynuIWEy wesdosg are eI oo oy ogrmemed srcoz muoy| e nimgroedoey 1
¥ 133 (43 L13 ar 3 g L 9 s F £ I3 T
waEay | wEmy | seseey | el
|| 2355 | FIII=E
guae BunFusuag wtsBoug nlusr yepur) URYR|ESEULIZ fusiRgusy 15Ny RURIURY FE TN usnjeg slizury sopeypu) sifEgRng uieswg oN
usreses elEuny 1ISyy SRy

0T unyep

1eleg uBwEse4 ualednge)y yeuy ueSunpuijiad uep uendwalad ueeARpIaquua ‘eueluaiag eSIen|ay ‘Ynpnpuagd uelepuaiuagd seuiq

£

yeizeg 1eysueiag elaury uellueliad 12512 ] ueiededuzg 1syy BURIUIY

~ g

5

88

» 4



TOOZS0800TLTE0T86T "dIN

PLTP EIPELEY B0y 1P

YEdTHd4q Bleday

IELELAINRG

YRR uEYELLLEY
uesruf) Juslunuay

=420 0N
Sueieg ureiEyFway

IELELAINRG

YRR uEYELLLEY
uesruf) Juslunuay
msey uEmipaduayg

IELELAINRG

YEIRE] YRS
uesruf) Juslunuay

RS IR
Sumszg umepeduay

IELELAINRG

yesamg eydueiag
WInwf) ISELSIUIpY

IELELAINRG

yesaen pExduniay
umrzsiedaday
SELSUpY

IELELAINRG

yesamg EyEuniag
=ped yesaeg Y
Suessg srnsuwpy

usTiag

uEsiag

trrnl sy
A

IELELAINRG

anyziedy e Jaquing
seysedey weENSuUZg

eIy

FSl

YEdEEdEd
S R mn——

HeH wen=w g
RS Sa———

IELELAINRG

anyeaedy
EUESESEL UED EUEJES
uepsySuayg wesdosg

[ ot}

A1 TUIITG TR ]

IELELAINRG

yesae Edueiag
uedumnay EELSIULLPY

WLSHEIdT JINVE ™K

YSEESS] ©hvemg
TarmyErers
sl

» 4






